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PERATURAN MENTERI NEGARA
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NOMOR 17 TAHUN 2011

TENTANG

JABATAN FUNGSIONAL POLISI KEHUTANAN DAN ANGKA KREDITNYA

Menimbang

Mengingatl

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA

DAN REFORMASI BIROKRASI,

- a. bahwa Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara

Nomor: S5/KEP/M PAN/T/2003 tentang Jabatan Fungsional Polisi
Kehutanan dan Angka Kredilnya sudah tidak sesuai dengan
luntutan pelaksanaan tugas perlindungan dan pengamanan hutan
serla peredaran hasil hutan, pengembangan karier dan peningkatan
profesionalitas Polisi Kehutanan,

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam

huruf a, perlu mengatur kembali jabatan fungsional Polisi Kehutanan
dan Angka Kreditnya dengan Peraluran Menteri Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;

. Undang-Undang MNomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok

Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974
MNomar 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang MNomor
43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999

Nomor 169, Tambahan Lembaran MNegara Republik Indonesia
Nomor 3890);



. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber
Daya Alam Hayali dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1950 Momor 49, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3418);

. Undang-Undang MNomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167,
Tambahan Lembaran Megara Republik Indonesia Nomor 3000)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19
Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi
Undang-Undang {(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
MNomaor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomar
4412),

. Undang-Undang Momor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Megara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomer 8 Tahun
2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Momor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang MNomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 108);

Peraturan Pemerintah MNomor 4 Tahun 1966 tentang
Pemberhentian/Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri Sipil
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1866 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Megara Republik Indonesia Nomor 2797);

. Peraturan Pemenntah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3098), sebagaimana telah dua belas kali diubah terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2010 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomer 31);

. Peratluran Pemerintah Nomer 16 Tahun 1994 tentang Jabatan
Fungsional Pegawal MNegeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indenesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3547) sebagaimana telah diubah dengan
Feraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran
MNegara Republik Indonesia Nomor 5121);
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8.

Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4015), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Momor 54 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Megara
Republik Indonesia Nomor 4332);

Peraturan Pemerintah Momor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan
Pegawai Negen Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4016), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemernntah Nomeor 11 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2002 Womor 31, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4192);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Kenaikan

11.

12.

Pangkat Pegawai MNegeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Megara
Republik Indonesia Nomor 4017), sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002, (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Momor 4193);

Peraturan Pemerintah Momor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan
dan Pelathan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomer 198, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4019);

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang
Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri
Sipil {Lembaran Megara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15,
Tambahan Lembaran Megara Republik Indonesia Nomor 4263)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 62
Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 164);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan

14

Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomar
147, Tambahan Lembaran MNegara Republik Indonesia Momaor
4453},

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin
Pegawai Negen Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5135}



Memperhatikan

Menetapkan

15, Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun
Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil, dan

16. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan,
Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian
Megara Republik Indonesia sebagaimana telah empat kali diubah
terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2008.

—

. Usul Menteri Kehutanan dengan surat Nomor 5.357/Menhut-
II/Pegl2010 tanggal & Juli 2010,

2. Pertimbangan Kepala Badan Kepegawaian Negara dengan surat
Nomor K.26-30/V.322-1/93 tanggal 21 Oktober 2010;

MEMUTUSKAN

. PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR

NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG JABATAN
FUNGSIONAL POLISI KEHUTANAN DAN ANGKA KREDITNYA.

BAB |
KETENTUAN UMUBRM
Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi ini yang dimaksud dengan:

1. Jabatan fungsional Polisi Kehutanan adalah jabatan dalam
lingkungan instansi Kehutanan Pusat dan Daerah yang sesuai
dengan sifat pekerjaannya menyelenggarakan dan atau
melaksanakan usaha perlindungan hutan yang oleh kuasa Undang-
Undang diberikan wewenang kepolisian khusus dibidang kehutanan
dan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya yang
diduduki cleh Pegawai Negen Sipil.

2. Polisi Kehutanan adalah Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungan
instansi Kehutanan Pusat dan Daerah yang sesuai dengan sifat
pekerjaannya menyelenggarakan dan atau melaksanakan usaha
perlindungan hutan yang oleh kuasa Undang-Undang diberikan
wewenang kepolisian khusus dibidang kehutanan dan konservasi
sumber daya alam hayali dan ekosistemnya.



. Kehutanan adalah sistem pengurusan yang bersangkut paut dengan
hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang diselenggarakan
secara terpadu.

. Kepolisian Khusus Kehutanan yang disebul dengan Kepolisian
Kehutanan adalah segala hal ikhwal yang berkaitan dengan fungsi
dan kelembagaan polisi kehutanan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.

. Polisi Kehutanan Terampil adalah pejabat fungsional Polisi
Kehutanan yang dalam pelaksanaan pekerjaannya mempergunakan
prosedur dan teknik kerja tertentu.

. Polisi Kehutanan Ahli adalah pejabat fungsional Polisi Kehutanan
yang dalam pelaksanaan pekerjaannya didasarkan atas disiplin ilmu
pengetahuan, metodologi dan teknik analisis tertentu

Tim Penilai Angka Kredit jabatan fungsional Polisi Kehutanan adalah
tim penilai yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat yang
berwenang dan bertugas menilai prestasi kerja Polisi Kehutanan.

Angka kredit adalah satuan nilai dari tiap butlir kegiatan dan atau
akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh pejabat
fungsional Polisi Kehutanan dalam rangka pembinaan karner yang
bersangkutan,

Karya tulis ilmiah adalah tulisan hasil pokok pikiran, pengembangan
dan hasil kajian/penelitian yang disusun oleh percrangan atau
kelompok, yang membahas suatu pokok bahasan ilmiah dengan
menuangkan gagasan tertentu melalui identifikasi, tinjauan pustaka,
deskripsi, analisis permasalahan, kesimpulan dan saran-saran
pemecahannya.

10. Tanda jasa/penghargaan adalah tanda kehormatan yang diberikan

oleh Pemerintah dan Pemenntah Daerah, Negara Asing, atau
organisasi iimiah nasionaliregionalfinternasional yang diakui oleh
masyarakat ilmiah

11. Organisasi profesi adalah orgamisasi yang dalam pelaksanaan

tugasnya didasarkan pada disiplin iimu pengetahuan di bidang
kehutanan dan etika profesi di bidang kepolisian kehutanan



BaB I
RUMPUN JABATAN, KEDUDUKAN, DAN TUGAS POKOK
Bagian Pertama
Rumpun Jabatan

Pasal 2

Jabatan fungsional Pelisi Kehutanan termasuk dalam rumpun penyidik
dan detektif.

Bagian Kedua
Kedudukan
Pasal 3

(1) Pelisi Kehutanan merupakan pejabat fungsional yang berkedudukan
sebagai pelaksana teknis fungsional periindungan dan pengamanan
hutan serta pengawasan peredaran hasil hutan pada instansi
pemerintah baik pusat maupun daerah

(2) Polisi Kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan
jabatan karier.

Bagian Ketiga
Tugas Pokok
Pasal 4

Tugas pokok Polisi Kehutanan adalah menyiapkan, melaksanakan,
mengembangkan, memantau, dan mengevaluasi serta melaporkan
kegiatan perlindungan dan pengamaran hutan serta pengawasan
peradaran hasil hutan.

BAB I
INSTANSI PEMBINA DAN TUGAS INSTANSI PEMBINA

Pasal &

Instansi Pembina jabatan fungsional Polisi Kehutanan adalah
Kementerian Kehutanan,

Pasal &

Instansi Pembina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 mempunyai
kewajiban sebagai berikut:

a. menyusun petunjuk teknis pelaksanaan jabatan fungsional Polisi
Kehutanan,

b. menyusun pedoman formasi jabatan fungsional Polisi Kehutanan;



c. menetapkan standar kompelensi jabatan fungsional Polisi
Kehutanan;

d. mengusulkan tunjangan jabatan fungsional Polisi Kehutanan,

e. sosialisasi jabatan fungsional Polsi Kehutanan serta petunjuk
pelaksanaannya,

f. menyusun kurikulum pendidikan dan pelatihan fungsionaliteknis
fungsional Polisi Kehutanan;

g. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan fungsionaliteknis
fungsional Polisi Kehutanan;

h. mengembangkan sistem informasi jabatan fungsional Polisi
Kehutanan;

i. fasilitasi pelaksanaan jabatan fungsional Polisi Kehutanan,
j. fasilitasi pembentukan organisasi profesi Polisi Kehutanan;

k. fasilitasi penyusunan dan penetapan etika profesi dan kode etk
Polisi Kehutanan, dan

| melakukan monitoring dan evaluasi Jabatan Fungsional Polisi
Kehutanan,

BAB IV
UNSUR DAN SUB UNSUR KEGIATAN
Pasal ¥

Unsur dan sub unsur kegiatan Polisi Kehutanan yang dapat dinilai
angka kreditnya, terdiri dari:

1. Pendidikan, meliputi;
a. Penddikan sekolah dan memperoleh ijazah/gelar;

b. Pendidikan dan pelabhan fungsional di bidang kepolisian
kehutanan serta memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan
dan Pelatihan (STTPP) atau sertifikat; dan

¢. Pendidikan dan pelatihan Prajabatan

2, Penylapan prakondisi perlindungan dan pengamanan hutan,
peredaran hasil hutan dan pengendalian kebakaran, meliputi:

a. Penyusunan rancangan  kebijakan (perlindungan dan
pengamanan kawasan atau peredaran hasil hutan atau
pengendalian kebakaran),



b. Evaluasi kebijakan (perindungan dan pengamanan kawasan
alau peredaran hasil hutan atau pengendalian kebakaran);

¢. Penyusunan rancangan strategi kegiatan (perlindungan dan
pengamanan kawasan atau peredaran hasil hutan atau
pengendalian kebakaran);

d. Penyusunan program kerja (perindungan dan pengamanan
kawasan atau peredaran hasil hutan atau pengendalian
kebakaran),

e. Penyusunan Petunjuk Operasional (perlindungan dan
pengamanan kawasan atau peredaran hasil hutan atau
pengendalian kebakaran),

f. Penyusunan Rencana Operasi Kegialan Perlindungan dan
Pengamanan Hutan serta Peredaran Hasil Hutan; dan

g. Penyusunan Rencana kerja personal Polisi Kehutanan.

3. Perlindungan dan Pengamanan Kawasan, Peredaran Hasil Hutan
serta Pengendalian Kebakaran, meliputi:

a. pelaksanaan lindakan preemtif lerhadap kerusakan dan
gangguan kawasan atau peredaran hasil hutan;

b. pelaksanaan tindakan preventif terhadap kerusakan dan
gangguan kawasan atau peredaran hasil hutan;

c. operasl represif terhadap kerusakan dan gangguan kawasan
atau peredaran hasil hutan;

d. operasi yustisif terhadap kerusakan dan gangguan kawasan atau
peredaran hasil hutan;

e. pengendalian kebakaran hutan dan atau lahan;
f. penanggulangan konflik satwa liar dengan masyarakat; dan

g. register perkara dan sistem informasi bidang kepolisian
kehutanan.

4. Moniloring dan Evaluasi, meliputi;
a. Monitoring; dan
b. Evaluasi.

5. Pengembangan profesi, meliputi:

a. pembuatan karya lulis’karya ilmiah di bidang kepolisian
kehulanan;



penerjemahan/penyaduran buku dan bahan-bahan lain di bidang
kepolisian kehutanan;

€. perumusan sistem kepolisian kehutanan;

pembuatan buku pedoman/petunjuk pelaksanaan/ petunjuk
teknis di bidang kepolisian kehutanan; dan

peningkatan kegiatan pengembangan diri di bidang kepolisian

kehutanan (studi banding, pertukaran Polisi Kehutanan antar
regicnal dan negara, kunjungan kerja, magang)

6. Penunjang kegiatan Polisi Kehutanan, meliputi;

a.
b.

p= T |

pengajar/pelatih di bidang kepolisian kehutanan:

peran serta dalam seminar, lokakarya di bidang Kepolisian
kehutanan;

keanggotaan dalam organisasi profesi;

keanggotaan dalam satuan khusus perindungan dan
pengamanan hutan (SMART atau SPORC);

keanggotaan dalam tim penilai angka kredit jabatan fungsional
Polisi Kehutanan;

perolehan piagam kehormatan dan penghargaan;,
perolehan gelar kesarjanaan lainnya,

perolehan gelar kehormatan akademis: dan
kegiatan penyelamatan (SAR) di kawasan hutan.

BAB V
JENJANG JABATAN DAN PANGKAT
Pasal B

(1) Jabatan fungsional Polisi Kehutanan, terdiri dari:

a.

b.

Polisi Kehutanan Terampil, dan
Polisi Kehutanan Ahli.

(2} Jenjang jabatan fungsional Polisi Kehutanan Terampil dari yang
terendah sampai dengan yang terlinggi, yaitu

a

b.

a o

Palisi Kehutanan Pelaksana Pemula:
Polisi Kehutanan Pelaksana:
Palisi Kehutanan Pelaksana Lanjutan; dan

Polisi Kehutanan Penyelia
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(3) Jenjang jabatan fungsional Polisi Kehutanan Ahli dari yang terendah
sampai dengan yang tertinggi, yaitu:
a. Polisi Kehutanan Pertama,
b. Polisi Kehutanan Muda; dan
c. Polisi Kehutanan Madya.

(4) Jenjang pangkat Polisi Kehutanan Terampil sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) sesuai dengan jenjang jabatannya, yaitu:

a. Polisi Kehutanan Pelaksana Pemula:
Pengatur Muda, golongan ruang Ilfa.
b. Polisi Kehutanan Pelaksana:
1.  Pengatur Muda Tingkat |, golongan ruang Il/b;
2.  Pengatur, golongan ruang llfic; dan
3. Pengatur Tingkat |, golongan ruang ll/d
c. Polisi Kehutanan Pelaksana Lanjutan;
1.  Penata Muda, golongan ruang lll/a; dan
2. Penata Muda Tingkat |, golongan ruang lil/b
d. Polisi Kehutanan Penyelia:
1.  Penata, golongan ruang llife dan
2. Penala Tingkat |, golongan ruang lll/d.

(5) Jenjang pangkat Polisi Kehutanan Ahli sebagaimana dimaksud pada
ayat (3), sesuai dengan jenjang jabatannya, yaitu:

a. Polisi Kehutanan Pertama:
1. Penata Muda, golongan ruang lll/a; dan
2. Penata Muda Tingkat |, golongan ruang IIl/b.
b. Polisi Kehutanan Muda:
1.  Penata. golongan ruang llifc, dan
2. Penata Tingkat |, golongan ruang lli/d.
c. Polisi Kehutanan Madya:
1. Pembina, golongan ruang |Vi/a;
2. Pembina Tingkat I, golongan ruang I\V/b, dan
3. Pembina Utama Muda, golengan ruang IVic.

(6) Pangkat dan golongan ruang untuk masing-masing jenjang jabatan
Polisi Kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5)
berdasarkan jumiah angka kredit yang ditetapkan

1



(7) Penetapan jenjang jabatan Polisi Kehutanan untuk pengangkatan
dalam jabatan ditetapkan berdasarkan jumlah angka kredit yang

dimiliki

selelah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang

menetapkan angka kredit.

(B) Jenjang jabatan dan pangkat dapat tidak sesuai dengan jenjang
jabatan dan pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan
ayat (5).

BAB VI

RINCIAN KEGIATAN DAN UNSUR YANG DINILAI DALAM

PEMBERIAN ANGEA KREDIT
Pasal 9

(1) Rincian kegiatan Polisi Kehutanan Terampil sesual dengan jenjang
jabatan, sebagai berikut

a. Polisi Kehutanan Pelaksana Pemula, meliputi:

1.
2.
3.

10.
1"
12.
13.
14.
15.
16.

Menyusun rencana kerja personal Polisi Kehutanan,
Melakukan inventarisasi potensi permasalahan;

Gladi posko pengendalian perlindungan dan pengamanan
hutan;

Menyiapkan sarana/prasarana patroli darat;

Melakukan penjagaan di pos jaga /pondok jaga/ pondok
kerna;

Melakukan penjagaan di pengawasan peredaran hasil hutan
di terminal bus/stasiun kereta api;

Melakukan penjagaan barang bukti;

Melakukan penjagaan di kapal patroli;

Melakukan penjagaan di tempat peredaran hasil hutan
lainnya;

Melakukan penjagaan di pasar satwaftumbuhan;

Melakukan patroli darat;

Melakukan patroli perairan;

Melaksanakan operasi fungsional pengamanan hutan;
Melaksanakan operasi gabungan pengamanan hutan;
Melakukan penangkapan tersangka;

Melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga
sebagai tersangka,
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17.
18.
19,
20.
21.
22.
23.

24,

25.
28.
27.

28,

29,

30,

31.

Melakukan pengamanan barang bukti;
Melakukan pengawalan barang bukti;
Melakukan serah terima barang bukti;
Mencarn dan menangkap tersangka;
Menjadi saksi dalam proses penyidikan;
Menjadi saksi dalam proses persidangan;

Melakukan apel siaga dalam rangka pencegahan kebakaran
hutan dan atau lahan:

Menyiapkan sarana dan prasarana pencegahan kebakaran
hutan dan atau lahan;

Membuat sekat bakar;
Melaksanakan ground check hofspols;

Melakukan pemadaman kebakaran hutan dan atau lahan di
areal gambut;

Melakukan pemadaman kebakaran hutan dan atau lahan di
dataran tinggi;

Melakukan pemadaman kebakaran hutan dan atau lahan di
dataran rendah;

Melakukan pemadaman kebakaran hutan dan atau lahan di
padang rumput; dan

Mengumpulkan data keamanan hutan dan kawasan

. Polisi Kehutanan Pelaksana, meliputi:

P
2.
3.

Menyusun rencana kerja personal Polisi Kehutanan;
Anjangsana’kunjungan ke tokoh masyarakat;

Gladi posko pengendalian perlindungan dan pengamanan
hutan;

Melakukan pembimbingan dan pembinaan kepada Polhut
yang ada di bawahnya;

Menyiapkan sarana/prasarana patroli perairan;
Melakukan penjagaan di pos jaga/pondok jaga/pondok kerja;

Melakukan penjagaan pengawasan peredaran hasil hutan di
terminal bus/stasiun KA,

Melakukan penjagaan barang bukti;
Melakukan penjagaan di kapal patroli;
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10.

1.
12
13.
14,
15,

16.
17.
18.
18.

20.
21.
22,
23.
24,
25.

26
27

28.
29.
30.
31.
32.
33.

36

Melakukan penjagaan di tempat peredaran hasil hutan

lainnya;

Melakukan penjagaan di pasar satwa/tumbuhan;
Melakukan patroli daratan;

Melakukan patroli perairan;

Melakukan patroli udara;

Melakukan pemeriksaan peredaran tumbuhan dan satwa

pada tempat/agen pengumpul tumbuhan dan satwa;
Melaksanakan operasi fungsional pengamanan hutan;
Melaksanakan operasi gabungan pengamanan hutan:

Melakukan penangkapan tersangka;

Melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga

sebagai tersangka;

Melakukan pengamanan barang bukti;

Melakukan pengawalan barang bukti;

Melakukan serah terima barang bukti;

Melakukan tindakan akhir penanganan barang bukdi,
Melakukan pengumpulan dan penanganan barang bukti;
Melakukan penanganan/olah TKP;

Memanggil tersangka/saksi dalam proses penyidikan;
Mencari dan menangkap tersangka;

Memeriksa tersangka dalam proses penyidikan;
Meminta keterangan saksi dalam proses penyidikan;
Melakukan penahanan tersangka;

Menitipkan tersangka;

Menitipkan barang bukti;

Melaksanakan gelar perkara sebagai penyidik;

. Menyusun berkas perkara ke kejaksaan;
35.

Menyerahkan berkas perkara ke kejaksaan;

Memperbaiki berkas perkara (P19) hingga P21,
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37.

3B.
39.

41.
42,
43.

43,

47.

48.
49,
50.
51.
52,

53.
54,

Menjadi saksi dalam proses penyidikan;
Menjadi saksi dalam proses persidangan;

Melakukan apel siaga dalam pencegahan kebakaran hutan
dan atau lahan;

Melakukan pemeliharaan sekat bakar:

Melakukan pemeliharaan sarana dan prasarana;
Melaksanakan pengelolaan bahan bakar (umpan api);
Melaksanakan ground check hotspots;

Melakukan pemadaman kebakaran hutan dan atau lahan di
areal gambut;

Melakukan pemadaman kebakaran hutan dan atau lahan di
dataran tinggi,

. Melakukan pemadaman kebakaran hutan dan atau lahan di

dataran rendah;

Melakukan pemadaman kebakaran hutan dan atau lahan di
padang rumput;

Inventarisasi areal bekas kebakaran;

Pengumpulan bahan keterangan pasca kebakaran hutan;
Melakukan penggiringan/pengusiran satwa,

Melakukan penangkapan dalam penanganan satwa liar;

Melakukan pemusnahan satwa liar yang mengganggu dan
atau tidak memiliki harapan untuk direlokasi dan atau tidak
memiliki harapan hidup pada habitatnya;

Menyusun register perkara; dan
Mengolah data keamanan hutan dan kawasan.

. Polisi Kehutanan Pelaksana Lanjutan, meliputi:

1.
2.

Mengevaluasi kebijakan lingkup unit kerja sebagai anggota;

Mengevaluasi kebijakan tingkat Kabupaten/Kota sebagai
anggota,

Menyusun rencana kerja personal Polisi Kehutanan,

Gladi posko pengendalian perlindungan dan pengamanan
hutan;

Melakukan pembimbingan dan pembinaan kepada Paolisi
Kehutanan yang ada di bawahnya;

Menyiapkan sarana'prasarana patroli udara;



10.

11.

12.
13.
14.
15.

18.
17.
18.
19,
20.

21.

22

23
24,
25,
26.

27.
28.
29.
30.
N,
32
33.

Melakukan penjagaan di pos jaga/pondok jaga/pondok kerja;

Memantau potensi kebakaran di menara pengawas
kebakaran,

Melakukan penjagaan dan pengawasan peredaran hasil
hutan di bandar udara/pelabuhan laut;

Melakukan penjagaan dan pengawasan peredaran hasil
hutan di terminal bus/stasiun kereta api;

Melakukan penjagaan di care cenferpusat rehabilitasi
satwa/pusat penyelamatan satwa (PPS);

Melakukan penjagaan di pusat informasi;
Melakukan penjagaan barang bukti,
Melakukan penjagaan di kapal patroli,

Melakukan penjagaan di tempat peredaran hasil hutan
lainnya;

Melakukan penjagaan di pasar satwa/tumbuhan,
Melakukan patroli daratan:

Melakukan patroli perairan;

Melakukan patroli udara;

Melakukan pemeriksaan peredaran tumbuhan dan satwa
pada penangkar tumbuhan dan satwa;

Melaksanakan operasi intelejen pengamanan hutan;
Melaksanakan operasi fungsional pengamanan hutan;
Melaksanakan operasi gabungan pengamanan hutan;
Melaksanakan operasi khusus pengamanan hutan;
Melakukan penangkapan tersangka;

Melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga
sebagai tersangka;

Melakukan pengawalan tersangka;

Melakukan penyerahan tersangka,

Melakukan pengamanan barang bukti;

Menaksir volume/ukuran barang bukti;

Melakukan pengawalan barang bukti;

Melakukan serah terima barang bukti;

Melakukan tindakan akhir penanganan barang bukti;
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35.
. Melakukan penangananfolah TKP,
37.
. Mencari dan menangkap tersangka;
35.
40.
41.
42,
43,

45,
45,
47,
48.
49,
50.

51.
52.

53.

23.

56.
57.
58.
59.
g0.
81.

Melakukan  penyelidikanfinvestigasi  tindak  pidana/
pelanggaran di bidang kehutanan,

Melakukan pengumpulan dan penanganan barang bukti;

Memanggil tersangka/saksi dalam proses penyidikan;

Memeriksa tersangka dalam proses penyidikan;
Meminta keterangan saksi dalam proses penyidikan;
Melakukan penahanan tersangka;

Menitipkan tersangka;

Menitipkan barang bukti;

Melaksanakan gelar perkara sebagai penyidik;
Menyusun berkas perkara ke kejaksaan;
Memperbaiki berkas perkara (P19) hingga P21;
Menjadi saksi dalam proses penyidikan;
Menjadi saksi dalam proses persidangan;
Membuat peta kerawanan kebakaran hutan:

Melakukan apel siaga dalam rangka pencegahan kebakaran
hutan dan atau lahan;

Melaksanakan ground check holspols;

Melakukan pemadaman kebakaran hutan dan atau lahan di
areal gambut;

Melakukan pemadaman kebakaran hutan dan atau lahan di
dataran tinggi,

Melakukan pemadaman kebakaran hutan dan atau lahan d
dataran rendai;

Melakukan pemadaman kebakaran hutan dan atau lahan di
padang rumput,

Membuat peta daerah rawan konflik;

Melakukan penjagaan dalam penanganan satwa liar;
Melakukan pemindahan dalam penanganan satwa liar;
Melakukan pelepasliaran dalam penanganan satwa liar;
Mengevakuasi masyarakat;

Mengkompilasi register perkara; dan

Membuat peta kerawanan hutan.
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d. Polisi Kehutanan Penyelia, meliputi:

1.

10.

1.

12,

13
14.

15.
16.
17.

18.

18.
20,

Menyusun rancangan kebijakan lingkup unit kerja sebagai
anggota;

Menyusun rancangan kebijakan tingkat Kabupaten/Kota
sebagai anggota;

Menyusun rancangan kebijakan tingkat Provinsi sebagal
anggota,

Mengevaluasi kebijakan lingkup unit kerja sebagai anggota;

Mengevaluasi kebijakan tingkat Kabupaten/Kota sebagai
anggota;

Mengevaluasi kebijakan tingkat Provinsi sebagai anggota;

Menyusun rancangan strategi kegiatan lingkup Seksi
Wilayah/Pengelolaan sebaga: anggota;

Menyusun rancangan strategi kegiatan lingkup Bidang
Wilayah/Pengelolaan sebagai anggota;

Menyusun rancangan strategi kegiatan lingkup unit kerja
sebagai anggota,

Menyusun  rancangan  strategi  kegiatan  lingkup
Kabupaten/Kota sebagai anggota;

Menyusun program kerja lingkup Seksi Wilayah/Pengelolaan
sebagai anggota;

Menyusun program kerja lingkup Bidang
Wilayah/Pengelclaan sebagai anggota;

Menyusun program kerja lingkup unit kerja sebagai anggota:

Menyusun program kerja lingkup Kabupaten/Kota sebagai
anggota;

Menyusun petunjuk operasional penjagaan;
Menyusun rencana kerja personal Polisi Kehutanan;

Gladi posko pengendalian perlindungan dan pengamanan

Melakukan pembimbingan dan pembinaan kepada Polisi
Kehutanan yang ada di bawahnya;

Melakukan penjagaan di pos jaga/pondok jaga/pondok kerja;

Memantau potensi kebakaran di menara pengawas
kebakaran;
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21.

22.

23.

24,
25.
26.
27.

29,
30.
31.
32.

33

38.

40.

41,
42,
23,
. Memanggil tersangka/saksi dalam proses penyidikan;
a5,
45,
47.

Melakukan penjagaan dan pengawasan peredaran hasil
hutan di bandar udara/pelabuhan laut,

Melakukan penjagaan dan pengawasan peredaran hasil
hutan di terminal bus/stasiun kereta api:

Melakukan penjagaan di care cenferfpusat rehabilitasi
satwalpusat penyelamatan satwa (FPS);

Melakukan penjagaan di pusat informasi;
Melakukan penjagaan barang bukli;
Melakukan penjagaan di kapal patroli,

Melakukan penjagaan di tempat peredaran hasil hutan
lainnya;

Melakukan penjagaan di pasar satwa/tumbuhan;
Melakukan patroli daratan;

Melakukan patroli perairan;

Melakukan patroli udara;

Melakukan pemeriksaan peredaran tumbuban dan satwa
pada eksportir tumbuhan dan satwa:

Melaksanakan operasi intelejen pengamanan hutan;

. Melaksanakan operasi fungsional pengamanan hutan;
35,
. Melakukan penangkapan tersangka;
a7.

Melaksanakan operasi gabungan pengamanan hutan;

Melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga
sebagai tersangka;

Melakukan pengamanan barang bukti;
Melakukan tindakan akhir penanganan barang bukti:

Melakukan  penyelidikan/investigasi tindak  pidana/
pelanggaran di bidang kehutanan;

Melakukan pengumpulan dan penanganan barang bukti;
Membuat laporan kejadian (LK);
Melakukan penangananfolah TKP;

Mencari dan menangkap tersangka;
Memeriksa tersangka dalam proses penyidikan;
Meminta keterangan saksi dalam proses penyidikan;
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48,
49,
50.
51.
52.
53.

55.

59.

&1.

62.

63.

64.

65.

Melakukan penahanan tersangka;

Menitipkan tersangka;

Menitipkan barang bukti;

Melaksanakan gelar perkara sebagai penyidik;
Menyusun berkas perkara ke kejaksaan;
Menyerahkan berkas perkara ke kejaksaan;
Memperbaiki berkas perkara (P19) hingga P21,
Menjadi saksi dalam proses penyidikamn;

. Menjadi saksi dalam proses persidangan;
ST.
58.

Membentuk masyarakat peduli api (MPA);

Melakukan apel siaga dalam rangka pencegahan kebakaran
hutan dan atau lahan;

Melakukan bimbingan teknis pemadaman,
Melaksanakan ground check hotspols,

Melakukan pemadaman kebakaran hutan dan atau lahan di
areal gambut;

Melakukan pemadaman kebakaran hutan dan atau lahan di
dataran tinggi;

Melakukan pemadaman kebakaran hutan dan atau lahan di
dataran rendah:;

Melakukan pemadaman kebakaran hutan dan atau lahan di
padang rumput; dan

Melakukan mobilisasi sumber daya pemadaman kebakaran
hutan dan/atau lahan.

(2) Rincian kegiatan Polisi Kehutanan Ahli sesuai dengan jenjang
jabatan, sebagai berikut:

a. Polisi Kehutanan Pertama, meliputi:

1.

Menyusun rancangan kebijakan lingkup unit kerja sebagai
anggota,

Menyusun rancangan kebijakan tingkat Kabupaten/Kota
sebagai anggota;

Menyusun rancangan kebijakan tingkat Provinsi sebagai
anggota;
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10.

11.

12.

13

14.

15.

16.

17.

18,

19.
20.

21,

22.

23.

Menyusun rancangan kebijakan tingkat Nasional sebagai
anggota;

Menyusun rancangan kebijakan tingkat internasional sebagai
anggota;

Mengevaluasi kebijakan lingkup unit kerja sebagai anggota;

Mengevaluasi kebijakan tingkat Kabupaten/Kota sebagai
anggota,

Mengevaluasi kebijakan tingkat Provinsi sebagai anggota;
Mengevaluasi kebijakan tingkat Nasional sebagai anggota;

Menyusun rancangan strategi kegiatan lingkup Seksi
Wilayah/Pengelolaan sebagai anggota;

Menyusun rancangan strategi kegiatan lingkup Bidang
Wilayah/Pengelolaan sebagai anggota;

Menyusun rancangan strategi kegiatan lingkup unit kerja
sebagai anggota;

Menyusun rancangan strategi kegiatan lingkup
Kabupaten/Kota sebagai anggota,

Menyusun rancangan strategi kegiatan lingkup Provinsi
sebagai anggota,

Menyusun rancangan strategi kegiatan lingkup Nasional
sebagai anggota;

Menyusun rancangan strategi kegiatan lingkup internasional
sebagal anggota;

Menyusun program kerja lingkup Seksi Wilayah/Pengelolaan
sebagal anggota;

Menyusun program kerja lingkup Bidang
Wilayah/Pengelolaan sebagai anggota;

Menyusun program kerja lingkup unit kerja sebagai anggota;

Menyusun program kerja lingkup Kabupaten/Kota sebagai
anggota;

Menyusun program kerja lingkup lintas provinsi/nasional
sebagai anggota,

Menyusun program kerja lingkup internasional sebagai
anggota,

Menyusun petunjuk operastonal operasi intelejen/deteksi
dini,
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Lampiran 1

Peraturan Menteri Negara

Pendayagunaan Aparatur Megara

dan Reformasl Birokrasi Republik Indonesia
Nomor 4% Tahun 2011

Tanggal &4 Obktober 2011

1. Mama Crganisasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

2. Tugas menyelenggarakan urusan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasl dalam
pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara

3. Fungsi :

a, perumusan dan penetapan kebijakan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasl birokrasi;

b.
c.
d.

koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasl birokrasi;
pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian PAN dan RB; dan
pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian PAN dan RB

4. Indikator Kinerja Utama Kementerian

Persentase instans

Formulasi httungan: (Jumiah Instansi n-g skor IKM baik)

'.I...- -
.4..:?.1.'r | R B |

Program

- anwuj kualitas
pelayanan publik prima, yang skor IKM baik J(Jumlah Instansi yang memiliki [KM) x 100% ; Pendayagunaan
cepat, pasti, murah, Tipe Penghitungan: Kumulatif ; Aparatur Negara
transparan, adil, patut dan Sumber data: Laporan hasil penilaian pelayanan publik Deputi Bidang | dan Reformasi
memuaskan Pelayanan Publik Birokrasi pada
Bidang
Persentase Formulasi Penghitungan : (Jumlah Pemda yang telah menerapkan Deput]
Pemerintah Daerah PTSP) /(Jumiah Pemda) x 100% ; Pelayanan Publik
yang menerapkan . :
Pelayanan Terpady Tipe Penghitungan: kumulatif ; _
Satu Pintu (PTSP) Sumber data: Laporan hasil penilalan pelayanan publik Deputi
pelayanan publik
Persentase Formulasi Penghitungan: (Jumlah instansifunit pelayanan yang
InstansiUnit berkategori balk) /(Jumiah Instansifunit pelayanan yang diniial ) x
Pelayanan yang 100% ;
berkategori baik Tipe Penghitungan: Kumulatif ;
sesual pendlalan Su . 3
mber data: Laporan hasil penilaian pelayanan publik Deputi Bidang
Pelayanan Publik
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Terwujudnya organisasi

Fermulasi Penghitungan: (Jumiah Kementerian/Lembaga yang

Lampiran 1

Peraturan Menteri Negara

Pendayagunaan Aparatur Negara

dan Reformasi Birokrasi Repubik Indonesia
Nomor 47 Tahun 2011

Tanggal &4 Oktober 2011

Program

aturan

SDM Aparatur

pemerintah yang Kementerlan/ struktur organisasi dan tata kerjanya telah tertata berdasarkan evaluasi | Pendayagunaan
proporsional, efektif dan Lembaga yang kelembagaan) / (Jumiah Kementerian / Lembaga) x 100%; Aparatur Negara
efisien telah tertata Tipe Penghitungan : Kumulatif; dan Reformasl
organisasi dan tata Sumber data : Deput! Bidang Kelembagaan Birokrasi pada
kerjanya Deputi Bidang
Kelembagaan
Persentase Formulasi Penghitungan : Jumiah Pemerintah Daerah yang telah
kelembagaan dipantau dan dievaluasi organisasi dan tata kerjanya;
Pemda yang telah Tipe Penghitungan : Non kumulatif ;
tertata organisasi i s
AR Sumber data : Deputi Bidang bagaan
III. | Terwujudnya SDM Persentase Formulasi Penghitungan: Persentase kenalkan gaji PNS per tahun | Program
Aparatur yang profesional, | peningkatan yang ditetapkan berdasarkan dengan Keputusan Presiden ; :;ﬂl:;liﬂ;ﬂ““
r ra
berkinerja,akuntabel dan w“:ﬂ‘:“ '::;5 Tipe Penghitungan: Non kumulatif ; phom RMﬁ
sejahtera sesusl kouljs Sumber data: Deputi Bidang SOM Aparatur Birokrasi pada
nashonal Deputi Bidang
SDM Aparatur
Jumiah instansi Formulasi Penghitungan: Jumlah instansi pemerintah yang telah
pemerintah yang menyusun perencanaan kebutuhan pegawai dan penataan PNS sesual
mEnyusun ketentuan
perencanasn Tipe Penghitungan: Non Kumulatif ;
kebutuhan SDM G ’
Su : La sil Mond dan Eval Bida
Gosaradi dad mber data: Laporan Ha toring dan uasi Deputi ng




Lampiran 1

Peraturan Menteri Negara

Pendayagunaan Aparatur Negara

dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia
Nomor &3 Tahun 2011

Tanggal &g Oktober 2011

Persentasa instansi Formulasi Penghitungan: (Kementerian/Lembaga dan Pemda yang

yang menegakkan telah disosialisasikan dan menerapkan penegakan disiplin sesual PP

disiplin sesual 53/2010) / (Kementerian/Lembaga dan Pemda) x 100% ;

aturan « Tipe Penghitungan: Kumulatif ;

« Sumber data: Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Deputi Bidang
SDM Aparatur

Persentase instansi | « Formulasl Penghitungan: (Jumiah Kementerian/Lembaga yang telah

pemerintah yang melakukan penataan jabatan PNS) / (Jumiah Kementerian/Lembaga) x

melakukan 100% ;

penataan jabatan | « Tipe Penghltungan: Kumulatif ;

PNS « Sumber data: Laporan Hasil Monitoring dan evaluasi Deputi Bidang

SDM Aparatur
V. | Terwujudnya Persentase instansi | « Formulasi Penghitungan: { Jumlah Kementerian/Lembaga yang Program

penyelenggaraan tata peméerintah pusat telah melakukan penataan ketatalaksanaan dengan baik) / (Jumiah Pendayagunaan
laksana pemerintah yang yang melakukan Kementerian/Lembaga ) x 100% ; Aparatur Negara
efisien, efektif dan penataan = Tipe Penghitungan: Kumulatif ; dan Reformasi
akuntabel ketatalaksanaan « Sumber data: Laporan hasil Evaluasi Deputi Bidang Tata Laksana Birokrasl pada

dengan baik Deputi Bidang

Tata Laksana

Persentase instansi | = Formulasi Penghitungan: { Jumiah Pemda yang telah melakukan

pemerintah daerah penataan ketatalaksanaan dengan baik) / (Jumiah Total Pemda) x

yang melakukan 100% ;

penataan » Tipe Penghitungan: Kumulatif ;

ketatalaksanaan » Sumber data: Laporan hasil Evaluasi Deputi Bidang Tata Laksana

dengan baik
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Lampiran 1

Peraturan Menteri Negara

Pendayagunaan Aparatur Negara

dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia
Nomor 47 Tahun 2011

Tanggal 24 Oldober 2011

Sumber data; Laporan Hasll Evaluasi AKIP Deputi Bidang Pengawasan
dan Akuntabilitas

l

V. Terwujudnya pelaksanaan | Tingkat kualitas Formulasi Penghitungan: (Jumlah Kementerian/Lembaga yang Program
reformasi birokrasi pelaksanaan RB kualitas pelaksanaan RBnya telah sesuai dengan kebljakan RB Nasional | Pendayagunaan
nasional secara terencana, | yang terukur sesual berdasarkan hasil evaluasi)/ { Jumlah Kementerian/Lembaga yang telah | Aparatur Negara
sistematis, dan dengan kebijakan medaksanakan program RE) x 1009 dan Reformasi
komprehensif RB Nasional Tipe Penghitungan : Kumulatif Birokrasi pada

Sumber Data : Laporan Hasil Evaluasi Deputl Bidang Program PAN | Deputi Bidang
dan RE Program dan
Reformasi
Jumilah K/L yang Formulasi Penghitungan: Jumiah Kementerian/Lembaga peserta Birokrasi
telah melaksanakan program RB yang telah melaksanakan reformasi birokrasinya sesuai
reformasi birokrasi dengan kebijakan RB Nasional berdasarkan hasil evaluasi
sesual kebijakan RB Tipe Penghitungan : Non Kumulatif
Nasional Sumber Data : Laporan Hasil Evaluasi Deputi Bidang Program PAN dan
RE

VI. Terwujudnya instansi Persentase instansi Formulasi Penghitungan: ( Jumiah Kementerian/Lembaga dan
pemerintah yang pemerintah yang Pemda yang telah menerapkan SAKIP sesual aturan /{Jumilah
akuntabel dan berkinerja menerapkan Sistem Kementerian/Lembaga dan Pemda yang dievaluasi) x 100% ;
tinggi Akuntabilitas Tipe Penghitungan: Kumulatif ;

Kinerga sesusl Sumber data: Laporan Hasil Evaluasi AKIP Deputi Bidang Pengawasan
auren dan Akunitabilitas

Persentase Instansi Formulasl Penghitungan : { Jumlah Kementerian/Lembaga dan
pemerintah yang Pemda yang akuntabilitas kinerjanya baik / ( jumiah

akuntabilitas Kementerian/Lembaga dan Pemda yang dievaluasi) x 1009 ;
kinerjanya baik Tipe Penghitungan: Kumulatif ;




Persentase Instansi

peserta model
Isiand of Integrity
yang berhasil

Lampiran 1

Peraturan Menteri Negara

Pendayagunaan Aparatur Negara

dan Birokrasi Republik Indonesia
Momor HF Tahun 2011

Tanggal g4 Oktober 2011

" Formulasi Penghitungan : ( Jumiah Pemda model Jsiand of

Integrity yang dinilal berhasil) / { Jumiah instansi pemerintah daerah
peserta [sland of Integrity } x 100% ;

Tipe Penghltungan: kumulatif ;

Sumber data: Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan

program Island of Integrity Deputi Bidang Pengawasan dan
Akuntabilitas

Terwujudnya
penyelenggaraan
pengawasan Inbern
pemerintah yang
terintegrasi, efisien dan
efektif

Persentase instansi

Formulasi Penghitungan: { Jumlah Kementerian/Lembaga dan

pemerintah yang Pemda yang telah melaksanakan SPI sesuai aturan f

melaksanakan SPI {Kementerian/Lembaga dan Pemda) x 100% ;

sesual dengan « Tipe Penghitungan: Kumulatif ;

ketentuan Sumber data : Laporan Hasll Monitoring dan Evaluasi Deputi Bidang
Pengawasan dan Akuntabliitas

Persentase jumiah Formulasi Penghitungan: ( Jumlah temuan hasil pemeriksaan BPK

temuan yang dan APIP pada Kementerian/Lembaga yang telah ditindaklanjuti /

ditindaklanjuti {Jumiah temuan hasil pemeriksaan BPK dan APIP pada

dalam waktu satu Kementerlan/Lembaga dan Pemda) x 100%;

tahun Tipe Penghitungan: Kumulatif;
Sumber data : Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Deputi Bidang
Pengawasan dan Akuntabilitas

Persentase laporan Formulasl Penghitungan : ( Jumlah laporan pengaduan masyarakat

dumas yang yang telah disalurkan dan telah ditindaklanjuti oleh

disalurkan dan Kementerian/Lembaga dan Pemda) / (Jumiah laporan pengaduan

telah ditindakianjutd masyarakat yang diterima Kementerian PAN dan RB) x 100% :

oleh instansi Tipe Penghitungan : Kumulatif ;

pemerinktah Sumber data: Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Deputi Bidang

Pengawasan dan Akuntabilitas
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dan Reformasi Birokras: Repubiik Indonesia
Nomor 43 Tahun 2011

Tanggal 44 Okiober 2011

I CETITE |5l

l- Persentase instansi | « Formulasi Penghltungan : { Jumlah Kementerian/Lembaga dan
pemerintah yang Pemda yang laporan pelaksanaan Inpres percepatan pemberantasan

melaksanakan dan korupsinya tefah dievaluasi ) /  (Jumiah Kementerian/Lembaga dan
melaporkan Inpres Pemda menyampaikan laporan pelaksanaan Inpres percepatan

Percepatan pemberantasan korupsinya ) x 100%;

Pemberantasan « Tipe Penghitungan : Kumulatif ;

mﬁﬂ yang + Sumber data: Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Deputi Bidang
dieveluas sesusd Pengawasan dan Akuntabilitas

pedoman




melaksanakan reformas]

birokrasi sesual kebijakan RB
Masional

tIndikator Kineda Utama -~ 2 =08
. | Jumiah Pemda yang telah

Lampiran 2

Peraturan Menteri Negara

Pendayagunaan Aparatur Negara

dan Reformas: Birokrasi Republik Indonesia
Nomor 8F  Tahun 2011

Tanggal 28 Oktober 2011

Formulasi Penghitungan: Berdasarkan
jumlah Prov/Kab/Kota yang program RB-nya
telah disetujui dan telah melaksanakan
reformasi birokrasinya sesuai dengan
kebijakan RE Nasional berdasarkan hasil
evaluasi

Tipe Penghitungan : Non kumulatif
Sumber Data : Laporan hasil evaluasi Deputi
bidang Program dan RB

e N e T N e R T — U L e e ot T
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. | Tingkat kualitas pelaksanaan |

RE yang terukur sesual dengan
kebijakan RB Nasional

Formulasi Penghitungan: (Jumiah
Kementerian/Lembaga yang kualitas
pelaksanaan Rbnya telah sesual dengan
kebijakan RB Nasional berdasarkan hasil
evaluasi) / (Jumiah Kementerian/Lembaga
yang telah melaksanakan program RB) x
100%

Tipe Penghitungan ; Kumulatif

Sumber Data : Laporan hasil evaluasi Deputi
bidang Program dan RB




Lampiran &

Peraturan Menterl Negara
Pendayagunaan Aparabur Negara

dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia
Momor &7 Tahun 2011

Tanggal a4 Oldober 2011

5. Indikator Kinerja Utama Eselon IT
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I. H!nlngll:amw 1. | Jumlah l:ehljnhm pelnksannm . Fnrmulasl Penghitungan; Berdasarkan | Pelaksanaan Asisten Deputi
efektifitas RB yang diterbitkan Jumiah Peraturan Kebijakan tentang Perumusan Perumusan
perumusan kebijakan pelaksanaan RB (UU, PP, Perpres, Per. Kebijakan PAN dan Kebijakan
PAN dan Reformasi Men. PAN dan RB) yvang telah diterbitkan; | RB Program PAN
Birokras| « Tipe Penghitungan: Non kumulatif; dan RB

* Sumber data: Laporan kegiatan Asdep
I Pada Deputi Bidang Program dan RB

2. | Dokumen isu pokok Program | «  Formulasi Penghitungan: Berdasarkan

PAN dan RB dalam rangka Jumiah Dokumen isu pokok Program PAN

PETUMUSAN rANCAangan dan BB dalam rangka perumusan

kebijakan rancangan kebifakan yang telah
diterbitkan;

= Tipe Penghitungan: Non komulatif;
s Sumber data: Laporan keglatan Asdep

1 pada Deputi Bidang Program dan RB
3. | Sistem informasi kebijakan, « [Formulasi Penghitungan: Berdasarkan
pelaksanaan, monitoring dan Jummlah Sistem informasi kebijakan,
evaluasi di bidang Program pelaksanaan, monitoring dan evaluasi di
PAN bidang Program PAMN yvang telah disusun
dan ditetapkan;

= Tipe Penghitngan ; Non kumulatif;

« Sumber data: Laporan kegiatan
Asdep [ pada Deputi Bidang Program
dan RB




Lampiran 2

Peraturan Menteri Negara

Pendayagunaan Aparatur Negara

dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia
Momor &7 Tahun 2011

Tanggal 24 Oktober 2011
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II. Meningkatnya 1. | Jumiah K/L yang + Formulasi Penghitungan: Koordinasi Asisten Deputi
efektifitas koordinasi melaksanakan kebijakan Berdasarkan Jumlah K/L yang telah Pelaksanaan Koordinasi
kebijakan PAN dan Program PAN dan RE sesuai melaksanakan kebijakan Program PAN Keblijakan PAN dan | Pelaksanaan
RB pada Pemerintah dengan sasaran pembangunan dan RB sesuai dengan sasaran RB Pusat kebijakan
Pusat nasional pembangunan nasional berdasarkan Program PAN

evaluasi Deputi Program RB dan RB Pusat

+« Tipe Penghitungan : Non kumulatif
« Sumber data: Laporan kegiatan Asdep

II pada Deputi Bidang Program dan RB
2 | Persentase KfL yang telah « Formulasi Penghitungan: (Jumlah
menyampalkan usulan Kementerian/Lembaga yang telah
reformasi birokrasi sesual menyampaikan usulan reformasi  sesuai
kebijakan RB Nasional kebijakan nasional secara formal dan
lengkap berdasarkan penilaian Deputi
bidang Program dan RE) / (Jumlah
Kementerian/Lembaga) x 100%

= Tipe Penghitungan : Kumulatif
« Sumber data: Laporan Deputl bidang

Program dan BB
3 | Jumlah E/L yang mengikuti * Formulasi Penghitungan: Berdasarkan
FORTEKPAN Jumiah K/L yang mengikuti FORTEKPAN
setiap tahun;

B Tipe Penghitungan : Non kumulatif;
« Sumber data: Laporan kegiatan Asdep
11 pada Deputi Bidang Program dan RB




Lamgpiran 2

Peraturan Menteri Negara

Pendayagunaan Aparatur Negara

dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia
Nomor €3 Tahun 2011

Tanggal a4 Oktober 2011

Persentase instansi ~.rang . Fnrrnulni Pm;hlhmgan: (Jumiah
menerima sosialisasi Kementerian/Lembaga yang telah
disosialisasi) / (Jumlah
Kementerian/Lembaga ) x 100%;
+ Tipe Penghitungan ; Kumulatif;
= Sumber data: Laporan Keglatan Asdep

11 pada Deputi Bidang Program RB
5 | Persentase instansi yang « Formulasi Penghitungan: (Jumlah
menerima asistenasi Kementerian/Lembaga yang telah

diasistensi) / {Jumilah
Kementerian/Lembaga ) x 100%;

# Tipe Penghitungan : Kumulatif;

+ Sumber data: Laporan Kegiatan Asdep

II Deputi bidang Program RB
III. | Meningkatnya L. | Jumlah Pemda yang « Formulasi Penghitungan: Jumlah Koordinasi Asisten Deputi
efektifitas koordinasi melaksanakan kebifakan Pemnda Prov/Kab/Kota yang telah Pelaksanaan Koordinasi
kebijakan PAN dan Program PAN dan RB sesuai melaksanakan kebijakan Program PAN Kebijakan PAN dan Pelaksanaan
RB pada Pemerintah dengan Sasaran pembangunan dan RB sesuai dengan sasaran RB Daerah kebijakan
Daerah nasional pembangunan nasional berdasarkan Program PAN
evaluasi Deputi Program dan RB dan RE Daerah

= Tipe Penghitungan : Non kumulatif
* Sumber data: Laporan Kegiatan Asdep

[II pada Deputi Program dan RB
2. | Jumiah Pemda yang mengikuti | » Formulasi Penghitungan: Jumlah
FORKOMPANDA Pemda Prov/Kab/Kota yang mengikuti
FORKOMPANDA

= Tipe Penghitungan : Non kumulatif
+ Sumber data: Laporan Kegiatan Asdep
[T pada Deputi Program dan RE
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Persentase instansi dnerah
yang menefima sosialisasi

Lampiran 2
Peraturan Menteri Negara

Pendayagunasn Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia

Momor &7 Tahun 2011
Tanggal 24 Oktober 2011

T 11 Fl-‘.. |1-“ r-.;:;

. Furmulasl ngmh.mgan- {Jumiah
Pemda Prov/Kab/Kota yang telah
disosialisasi) / (Jumlah Pemda
Prov/Kab/Kota) x 100%;

» Tipe Penghitungan : kumulatif;

« Sumber data: Laporan Kegiatan Asdep

111 pada Deputi Bidang Program dan RB

Persentass instansi yang
menerima asistensi

« Formulasi Penghitungan: (Jumiah
Jumlah Pemda Prov/Kab/Kota yang telah
diasistensi) / {Jumlah Pemda
Prov/KabyKota) x 100%;

« Tipe Penghitungan: Non kumulatif

» Sumber data: Laporan Keglatan Asdep
I1I pada Deputl Program dan RE

v " v J-lr" "-..--.lI-I _._'u..:ﬁ |.I vl

Meningkatnya
efektifitas
pemantauan dan
evaluasi kebijakan
PAN dan RBE pada
Pemerintah Pusat

Pedoman manitaring dan
evaluasi PAN dan RB Pusat
dan Daerah

= Formulasi Penghitungan: Berdasarkan

Jumlah pedaman monitoring dan evaluasi
PAN dan RB Pusat dan Daerah yang telah
disusun dan ditetapkan ;

+ Tipe Penghltungan : Non kumulatif;

« Sumber data : Laporan Kegiatan
Asdep IV pada Deputi Bidang Program
dan RB

Jumiah K/L yang dimonitor
dan dievaluasi

» Formulasi Penghitungan: Berdasarkan

Jumlah Kementerian/Lembaga yang telah
dimonitor dan dievaluasi;

» Tipe Penghitungan : Non kumulatif;

« Sumber data : Laporan kegiatan maney
Asdep IV pada Deputi Bidang Program
dan RB

Paelaksanaan
Pemantauan dan
Evaluasi Program
PAN dan RB Pusat

Asisten Deputi
Pemantauan
dan Evaluasi

Program PAN
dan BB Pusat
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mas
3. | Prosentase KL yang diolah
sesual hasil monitoring dan
evaluasi oleh Tim Quality
ASsUrance

Furmullll Plnghi'hlng'ln. {Jumlah
Kementerian/Lembaga yang laporan
monitoring dan evaluasi nya oleh Tim
Gualty Assurance telah diclah) / (Jumlah
Kementerian/Lembaga yang dimonitor
dan evaluasi oleh Tim Qualiy Assurance)
¥100%;

Lamipiran 2
Peraturan Menteri Hegara

Pendayagunaan Aparatur Negara

dan Reformasi Birokras Repubdik Indonesia

Homar 43  Tahun 2011
Tanggal 3y Oldober 2011

Tipe Penghitungan : Kumulatif ;
Sumber data: Laporan keglatan money

Asdep IV pada Deputi Bidang Program
dan RB

4. | Laporan monitoring dan
evaluasi Program PAN dan RB
Pusat

Formulasi Penghitungan: Berdasarkan
Jumiah Laporan monitoring dan evaluasi
Program PAN dan RB Pusat yang terbit;

Tipe Penghitungan : Non kumulatif;
Sumber data : Laporan kegiatan
monev Asdep 1V pada Deputi Bidang
Program dan RB

V.

Meningkatnya

pemantauan dan
evaluasi kebijakan
PAN dan RB pada
Pemerintah Daerah

1. | Jumlah provinsi yang dimonitor
dan dievaluasi

Formulasi Penghitungan: Berdasarkan
Jumilah Provinsl yang telah dimonitor dan
dievaluasi.

Tipe Penghitungan : Non kumulatif

Sumber data ; Laporan keglatan
monev Asdep V pada Deputi Bidang
Program dan BB

Pelaksanaan
Pemantauan dan
Evaluasi Program
PAMN dan RB Daerah

Asisten Deputi

Pamantauan
dan Evaluasi
Program PAN
dan RE Daerah




Larmpiran 2

Peraturan Menteri Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara

dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia
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2. | Jumilah kabupaten/kota yang | « Formulasi Penghitungan :

dimonitor dan dievaluasi Berdasarkan Jumiah Kabupaten/Kota
vang telah dimonitor dan dievaluasi;

« Tipe Penghitungan : Non kumulatif;

« Sumber data : Laporan keglatan monev

.'::
o bl gl iy wE

Asdep V pada Deputi Bidang Program dan
RB
3. | Prosentase Prov/Kab/Kota « Formulasi Penghitungan: (Jumlah
yang diolah sesuai hasil Prov/Kab/Kota yang laporan monitoring
monitoring dan evaluasi Tim dan evaluasinya oleh Tim Qualty
CQuality Assurance Assurance telah diclah) / (Jumilah
Kementerian/Lembaga yang dimonitor
dan evaluasi oleh Tim Quality
Assurance) x100%;

+ Tipe Penghitungan : Kumulatif;
« Sumber data: Laporan kegiatan maney

Asdep V pada Deputi Bidang Program dan
RB
4. | Laporan monitoring dan + Formulasi Penghitungan :
evaluasi Program PAN dan RB Berdasarkan Jumilah Laporan monitoring
Pusat dan evaluasi Program PAN dan RB
Daerah yang terbit;

« Tipe Penghitungan : Non kumulatif ;

« Sumber data : Laporan kegiatan monev
Azdep VW pada Deputi Bidang Program
dan RB
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1.
2,
3.

4,
'1=|.

Mama unit Organisasi :

Tugas
Fungsi

a, penylapan perumusan lcebtlahan di bidang kelembagaan pemerintahan;
b. koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang kelembagaan pemerintahan;

Deputi Bidang Kelembagaan
menyiapkan perumusan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang kelembagaan

Lampiran 3

Peraturan Mentier Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara

dan Reformasl Birgkrasl Republik Indonesia
Nomor §F Tahun 2011

Tanggal 34 Oktober 2011

€. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah atau kegiatan di bidang kelembagaan pemerintahan; dan
d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Indikator Kinerja Utama Eselon I

l'at'?‘r --_l; ]-— |r| [ls

J.I--.u_tr_. L é gl 3 W _.-r".'._.
Terwujudnya organisasi
pemerintah yang

proporsional, efeldtif dan
efisien

PP, Perpres, Per. Men, PAN
dan RB)

,____.. F—

P i.- k ".:.:n:'.::lﬂ.ﬁ "".u.n"*" =

| Iaﬂ ngl'tlh.mg-ln jumiah Peraturan/

Kebijakan di bidang kelembagaan [seperti U, PP,
Perpres, Per. Men. PAN dan RB) yang diterbitkan;
Tipe Penghitungan : Non kumulatif;
Sumber data : Deputi Bidang Kelembagaan

Persentase unit organisasi di
lingkungan
Kementerian/Lembaga yang
telah tertata organisasi dan
tata kerjanya

Formulasi Penghitungan: (Jumlah unit organisasi di
lingkungan Kementerian/Lembaga yang struktur
organisasi dan tata kerjanya telah tertata berdasarkan
evaluasi kelembagaan) / (Jumlah target tahunan unit
organisasi di lingkungan Kementerian/Lembaga yang
akan ditata) x 100%;

Tipe Penghitungan : Kumulatif;

Sumber data : Deputi Bidang Kelembagaan

Jumilah kelembagaan Pemda
yang telah dipantau dan
dievaluasi organisas| dan tata

kerjanya

Formulasi Penghitungan : Jumiah Pemerintah
Daerah yang telah dipantau dan dievaluasi organisasi

dan tata kerjanya;
Tipe Penghitungan : kumulatif;
Sumber data : Deputl Bidang Kelembagaan




:Ilumr-ah Peraturan Kebijakan
dibidang kelembagaan (seperti
Uu, PP, Perpres, Per. Men,

-|li-1 11 "-|,~J- rﬂimh_ ....4.._..1._:;'-.'_ "_I'
« Formulasi Fenghimnnﬂn : Jumiah

Lampiran 3

Peraturan Menteri Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Repubdik Indonesia
Nomer 42 Tahun 2011

Tanggal 24 Oktober 2011

Peraturan/Kebijakan di bidang kelembagaan
(seperti UU, PP, Perpres, Per, Men. PAN dan

PAN dan RB) RB) yang diterbitkan;
Tipe Penghitungan : Non kumulatif
Sumber data : Asdep I pada Deputi Bidang
Kelembagaan
Persentase penyelesalan Formula Penghitungan: (Jumiah tahapan
konsolidasi struktural dan hasil konsolidasi yang telah diselesaiakan) /
peningkatan kapasitas {Jumiah tahapan konsolidasi yang harus

Kementerian PAN dan RB, BKN
dan LAN

diselesaikan) x 100% ;

Tipe penghitungan: Kumulatif ;
Sumber data: Asdep [

pada Deputi Bidang Kelembagaan

Persentase instansi pemerintah
yang telah menerapkan PPK-
BLL yang telah tertata
organisasi dan tata kerjanya

Formulasi Penghitungn: (Jumlah
Organisasi Instansi Pemerintah yang telah
menerapkan PPK-BLU yang struktur
organisasi dan tata kerjanya telah tertata
sesual dengan peraturan berdasarkan
evaluasi kelembagaan) / (Jumlah target
tahunan Instans! Pemerintah yang
menerapkan PPE-BLU yang akan ditata ) x
100%;

Tipe Penghitungan: Kurmnulatif ;
Sumber data: Asdep [ pada Deputi Bidang
Kelembagaan

Pengembangan
Kebljakan dan
Evaluasi Program
Kelembagaan

&;’Li Hul"""'l"' PRy e 2
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Persentase LNS yang telah
tertata organisasi dan tata
kerjanya

Lampiran 3
Pendayagunaan Aparatur Negara

dan Reformasl Birokrasl Republik Indomnesia

Nomor &3 Tahun 2011
Tanggal 25 Oktober 2011

Formulasi Penghitungan: (Jumlah
organisasi LNS yang struktur organisasi dan
tata kerjanya telah tertata sesual dengan
peraturan berdasarkan evaluasi
kelembagaan) [ (Jumiah target tahunan
organisasi LNS yang akan ditata) x 100 %

Tipe penghitungan : Kumulatif ;

Sumber data: Asdep [ pada Deputi Bidang
Kelembagaan

{ L e

i
o b T oy

Terwujudnya
kelembagaan
Polhukam yang
proporsional, efektif
dan efisien

Jumilah rekemendasi

perumusan kebijakan di bidang
kelembagaan Polhukam

Formulasi Penghitungan : Jumlah
rekomendasi perumusan kebljakan di bidang
kelembagaan Polhukam ;

Tipe Penghitungan : Non kumulatif;
Sumber data : Asdep II pada Deputi
Bidang Kelembagaan

Persentase unit organisasi di
lingkungan Kementerian
Negara bidang Polhukam yang
telah tertata organisasi dan
tata kerjanya

Formulasi Penghitungan : (Jumlah unit
organisasi di lingkungan Kementerian
Negara bidang Polhukam yang struktur
organisasi dan tata kerjanya telah tertata
sesuaj dengan peraturan berdasarkan
evaluasi kelembagaan) / (Jumlah target
tahunan unit organisasi di lingkungan
Kementerian Negara Bidang Paolhukkam yang
akan ditata) x 100%

Tipe Penghitungan : Kumulatif ;

Sumber data: Asdep I pada Deputi Bidang
Eelembagaan

Pengembangan
Kebijakan,
Koordinasi dan
Evaluasi
Kelembagaan
Polhukam

Asisten Deputi
Kelembagaan

Politik, Hulum
dan Keamanan
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Persentase unit kerja di
lingkungan LPNK bidang
Polhukam vang telah tertata
organisasi dan tata kerjanya

Lampiran 3

Peraturan Menteri Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia
Komor &3 Tahun 2011
Tanggal 24 Oktober 2011

. Fnrrmlu!l nghltungnn : {Jmntah unit
organisasi di lingkungan LPNK bidang
Polhukam yang struktur organisas| dan tata
kerjanya telah tertata sesuai dengan
peraturan berdasarkan evaluasi
kelembagaan) / (Jumilah target tahunan unit
organisasi di lingkungan LPNE bidang
Polhukam yang akan ditata) x 100%

« Tipe Penghitungan ; Kumulatif ;
« Sumber data: Asdep [l pada Deputi
Bidang Kelembagaan

Persentase ofganisasi
Sekretariat Lembaga Negara
yang telah tertata organisasi
dan tata kerjanya

« Formulasi Penghitungan : (Jumlah
organisasi Sekretariat Lembaga Negara yang
struktur organisasi dan tata kerjanya telah
tertata sesuai dengan peraturan berdasarkan
evaluasi kelembagaan) / (Jumlah target
tahunan organisasi Sekretariat Lembaga
Megara yang akan ditata) x 100%

« Tipe Penghitungan : Kumulatif;

= Sumber data: Asdep II pada Deputi Bidang
Kelermbagaan

Terwujudnya
kelembagaan
perekonomian I yang
proporsional, efelktif
dan efisien

L.

Jumlah rekomendasi
perumusan kebijakan di bidang
kelernbagaan Perekonomian I

—

« Formulasi Penghitungan : Jumlah
rekomendasi perumusan kebijakan di bidang
kelembagaan Perskonomian I;

« Tipe Penghltungan : Non kumulatif;

» Sumber data : Asdep 111 pada Deputi
Bidang Kelembagaan

Pengembangan
Kebijakan,
Koordinasi dan
Evaluasi
Kelambagaan
Perekonomian I

Asisten Deputi
Kelembagaan
Perekonomian I
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Peraturan Menter Negara
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Tanggal 2y Okbober 2011

Nos].,

b i _m:'-un-

'1"|. -

T R T e T L
sandikatoniinend.Utamass

;.h___.‘ N

Persentase unit organisasi di
Lingkungan Kementerian

Megara bidang Perekonomian [

yang telah tertata organisasi
dan tata kerjanya

o Formutasi Penghiindan t CREnS UK.

organisasi di lingkungan Kementerian
Negara bidang Perekonomian [ yang struktur
organisas! dan tata kerjanya telah tertata
sesual dengan peraturan berdasarkan
evaluasi kelembagaan) / (Jumilah target
tahunan unit organisasi di lingkungan
Kementerian Negara Bidang Perekonomian I
yang akan ditata) x 100%;

Tipe Penghitungan : Kumulatif;

Sumber data: Asdep 111 pada Deputi
Bidang Kelembagaan

Persentase unit organisasi di
lingkungan LPNK bidang
Perekonomian [ yang telah
tertata organisasi dan tata

kerfanya

Formulasi Penghitungan : (Jumilah unit
organisasi di lingkungan LPNK bidang
Perekonomian I yang struktur crganisasi dan
tata kerjanya telah tertata sesuai dengan
peraturan berdasarkan evaluasi
kelernbagaan) [/ (Jumiah target tahunan unit
organisasi di lingkungan LPNK Bidang
Perekonomian yang akan ditata) x 100%;
Tipe Penghlitungan : KEumulatif

Sumber data: Asdep I11 pada Deputi
Bidang Kelembagaan

Persentase Perwakilan BRI yang
telah tertata organisasi dan
tata kerjanya

Formulasi Penghitungan : {Jumlah
Lembaga Perwakilan RI bidang
Perekonomian yang struktur organisasi dan
tata kerjanya telah tertata sesual dengan
peraturan berdasarkan evaluasi
kelembagaan) / (Jumiah Lembaga
Perwakllan RI Bidang Perekonomian) x
100%:;




Lampiran 3

Peraturan Menteri Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokras! Republik Indonesia
Momor 3 Tahun 2011
Tanggal sy Oktober 2011

. Slnnbﬂ'duh:!&dszIIpadaD:q:ruﬂ
Bidang Kelembagaan

Jumlah rekomendasi

perumusan kebijakan di bidang
kelembagaan Perekonomian II

« Formulasi Penghitungan : Jumiah
rekomendasl perumusan kebifakan di bidang
kelembagaan Perekonomian 11

» Tipe Penghitungan : Non kumulatif;

* Sumber data : Asdep IV pada Deputi

Bidang Kelembagaan

Persentase unit organisasi di
Lingkungan Kementerian
Negara bidang Perekonomian
I vang telah tertata organisasi
dan tata kerjanya

« Formulasi Penghitungan : (Jumiah unit

organisasi di lingkungan Kementerian Negara
Bidang Perekonomian IT yang struktur
organisasi dan tata kerjanya telah tertata
sesual dengan peraturan berdasarkan
evaluasi kelembagaan) / (Jumiah target
tahunan unit organisasi di lingkungan
Kementerian Negara Bidang Perekonomian II
yang akan ditata) x 100%

« Tipe Penghitungan : Kumulatif
» Sumber data: Asdep IV pada Deputi
Bidang Kelembagaan

Persentase unit organisasi di
lingkungan LPNK bidang
Perekonomian I1 yang telah
tertata organisasi dan tata
kerjanya

» Formulasi Penghitungan : {Jumlah unit
organisasi di lingkungan LPNE Bidang
Perekonomian [I yang struktur organisasi
dan tata kerjanya telah tertata sesual
dengan peraturan berdasarkan evaluasi
kelembagaan) / (Jumlah target tahunan unit
argantsasi di lingkungan LPNK Bidang
Perekonomian I yang akan ditata) x 100%

Pengembangan
Kebljakan,
Koordinasi dan
Evaluasi
Kelembagaan
Perekonomian II
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Sumber data: Asdep IV pada Deputi
Bidang Kelembagaan

Terwujudnya
kelembagaan kesra

yang proporsional,
efektif dan efisien

Jumlah rekomendasi
perumusan kebijakan di bidang
kelembagaan Keselahteraan
Rakyat (Kesra)

Formulasi Penghitungan : Jumiah
rekomendasi perumusan kebijakan di bidang
kelembagaan Kesejahteraan Rakyat (Kesra)
Tipe Penghitungan : Non kumulatif

Sumber data : Asdep V pada Deputi Bidang
Kelembagaan

Persentase unit organisasi di
Lingkungan Kementerian
Negara bidang Kesejahteraan
Rakyat (Kesra) yang telah
tertata organisasi dan tata
kerjanya

Formulasi Penghitungan : (Jumlah unit
organisasi di lingkungan Kementerian
Negara Bidang Kesejahteraan Rakyat
{Kesra) yang struktur organisasi dan tata
kerjanya telah tertata sesual dengan
peraturan berdasarkan evaluasi
kelembagaan) / (Jumlah target tahunan
unit organisasi di lingkungan Kementerian
Megara Bidang Kesejahteraan Rakyat
{Kesra) yang akan ditata) x 100%

= Tipe Penghitungan : Kumulatif
+ Sumber data: Asdep V pada Deputi Bidang

Kelerbagaan

Pengembangan
Kebijakan,
Koordinasi dan
Evaluasi
Kelembagaan
Kesejahberaan
Ralkyat
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Persentase unit organisasi di | « Formulasi Penghitungan : { Jumiah unit

lingkungan LPNK bidang organisasi di lingkungan LPNK Bidang
Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Kesejahteraan Rakyat (Kesra) yang struldur
yang telah tertata organisasi organisasi dan tata kerjanya telah tertata
dan tata kerjanya sesyaj dengan peraturan berdasarkan
evaluasi kelembagaan) / (Jumlah target

tahunan unit crganisasi di lingkungan LPNK
Bidang Kesejahteraan Rakyat yang akan
ditata) x 100%;

= Tipe Penghitungan : Kumulatif;

« Sumber data: Asdep V pada Deputi Bidang

Eelembagaan
4. | Jumlah kelembagaan Pemda | « Formulasi Penghitungan : Jumiah
yang telah dipantau dan Pemerintah Daerah yang telah dipantau dan
dievaluasi organisasi dan tata dievaluasi organisasi dan tata kerjanya;
kerjanya » Tipe Penghitungan : Non kumulatif;

+ Sumber data : Asdep V pada Deputi Bidang
Kelembagaan
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Nama Unit Organisasi H
Tugas
Fungsi '
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Deputi Bidang Sumber Daya Manusia Aparatur
menyiapkan perumusan kebljakan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang sumber daya manusia aparatur

3. penyiapan perumusan kebljakan di bidang sumber daya manusia aparatur;

b. koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang sumber daya manusia aparatur;

€. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan tentang masalah atau kegiatan di bidang sumber daya manusia aparatur; dan
d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Indikator Kinerja Utama Eselon I

D

Jumilah Peraturan

Terwujudnya SDM 1.

Aparatur yang profesional, Kebifakan dibidang SDM

berkinerja ,akuntabel dan Aparatur (UL, PP,

sejahtera Perpres, Per. Men. PAN
dan RB)

bidang SDM Aparatur (seperti UU, PP, Perpres, Per. Men, PAN
dan RE) yang diterbitkan;

Tipe Penghitungan : Non kumulatif;
Sumber data : Deputi Bidang SDM Aparatur

A TR = AP N

Formulasi Penghitungan : jumilah Peraturan/ Kebijakan di

2. | Persentase peningkatan
penghasilan PNS
berdasarkan hasil
analisis dikaitkan
dengan tingkat inflasi

Formulasi Penghitungan: Persentase kenaikan gajl PNS per
tahun yang ditetapkan berdasarkan dengan Keputusan
Presiden ;

Tipe Penghitungan: Non kumulatif ;

Sumber data: Deputi Bidang SDM Aparatur

3. | Jumiah instans
pemerintah yang
MENYUsSUn perencanaan
kebutuhan pegawal dan
penataan PNS sesual
aturan

Formulasi Penghitungan: Jumiah instansi pemerintah yang
telah menyusun perencanaan kebutuhan pegawai dan
penataan PNS sesual ketentuan

Tipe Penghitungan: Non Kumulatif ;

Sumber data: Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Deputi
Bidang 5DM Aparatur

Deputi Bl-li-mg "--- .
Aparatur
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LU

menegakkan disiplin
sesuai aturan

Persentase Instans| yang | » Formulasi Penghitungan: (Kementerian/Lembaga dan
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Peraturan Menter Negara

Pendayagunasn Aparatur Negara

dan R Birokrasi Repahlik Indonesia
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Tanggal @y Oktober 2011

e

Pemda yang telah disosialisasikan dan menerapkan penegakan
disiplin sesuai PP 53/2010) / (Kementerian/Lembaga dan
Pemda) x 100% ;

Tipe Penghitungan: Kumulatif ;

Sumber data: Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Deputi
Bidang SDM Aparatur

Persentase instansi
pemerintah yang
melakukan penataan
jabatan PNS

Formulasi Penghitungan: (Jumlah Kementerian/Lembaga
yang telah melakukan penataan jabatan PNS) / (Jumiah
Kementerian/Lembaga) x 100% ;

Tipe Penghitungan: Kumulatif ;

Sumber data: Laporan Hasil Monitoring dan evaluasi Deputi
Bidang SDM Aparatur

Jumiah instansi
pemerintah yang telah
melakukan
pemeringkatan jabatan

Formulas! Penghitungan: Jumiah instansi pemerintah yang
telah melakukan pemeringkatan jabatan (evaluasi jabatan);

Tipe Penghitungan: Non kumulatif ;
Sumber data: Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Deputi
Bidang SDM Aparatur




L

Indikator Kinerja Utama Eselon II

perencanaan,
evaluasl dan
pengelolaan data
SDM aparatur
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Meningkatnya hasil

Jumiah peraturan/kebijakan
dibidang SOM Aparatur

Formulasi Penghitungan : Jumiah
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Peraturan Menteri Negara
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Tanggal &y Oktober 2011

P EAEEST

Peraturan [Kebijakan SDM Aparatur vang
ditetapkan;

Tipe Penghitungan: Mon kumulatif;

Sumber data: Laporan Asdep | pada Deputi
Bidang SDM Aparatur

AT i i el

Pelaksanaan

Koordinasi dan
Evaluasi Sistem
Manajemen SDM
Aparatur

Jumlah peraturan/kebijakan
dibidang SOM Aparatur yang
dikoordinasikan dan dievaluasi
dan disempurnakan

Formulasi Penghitungan : Jumilah

Peraturan /Kebijakan SDM Aparatur yang
dikoordinasikan dan dievaluasi

Tipe Penghitungan: Non kumulatif;

Sumber data: Laporan Asdep 1 pada Deputi
Bidang SO Aparatur

Persentase tingkat Pendataan
tenaga honorer (Pendataan
Ulang Non PNS)

Formulasi Penghitungan: (Jumlah
instansi pemerintah yang tenaga honorernya
telah selesai terdata) / (Jumlah instansi
pemerintah) x 100%;

Tipe Penghitungan: Non kumulatif;

Sumber data: Laporan Monev Asdep I pada
Deputi Bidang SOM Aparatur

Persentase tenaga honorer
yang telah didata dan
difakukan verifikas! serta
validasi

Formulasi Penghitungan: (Jumlah tenaga
honorer yang telah didata dan dilakukan
verifikasi serta validasi) / (Jumlah tenaga
honorer) x 100%;

Tipe Penghitungan : Non kumnulatif;

Sumber data: Laporan Monev Asdep [ pada
Deputi Bidang SDM Aparatur

l

Asisten Deputi

Koordinasi dan
Evaluasi Sistem
Manajemen
SDM Aparatur




a0 LM trategi

. | Persentase instansi yang

Lnd | KatoprInes s itama

melakukan implementasi
Sistern Database SDM Aparatur
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Formulasi Penghitungan: (Jumlah
instans! pemerintah yang telah
mengimplementasikan sistem Database SOM
Aparatur) / (Jumiah Instansi pemerintah) x
100%;

Tipe Penghitungan: Kumulatif;

Sumber data: Laporan Monev Asdep 1 pada
Deputi Bidang SDM Aparatur

Jumiah instansi pemerintah

Formulasi Penghitungan: Jumiah instansi

yang telah dievaluasi dakam pemerintah yang telah dievaluasi dalam
pelaksanaan kebijakan SDM pelaksanaan kebijakan SDM Aparatur
Aparatur Tipe Penghitungan: non Kumulatif;
Sumber data: Laporan Monev Asdep I pada
Deputi Bidang SDM Aparatur
II. Terwujudnya Jumiah  peraturan/kebijakan Formulasi Penghitungan : Jumlah Pengembangan Asisten Deputi
perencanaan dan dibidang SOM Aparatur Peraturan/Kebijakan SDM Aparatur bidang Kebljakan Perancanaan
| pengadaan SDM perencanaan SDM Aparatur yang ditetapkan; | Perencanaandan | SDM Aparatur
:Pﬂﬁ‘tl-l' yang efelkdtif Tipe Penghitungan: Non kumulatif ; :Engadaan SDM
an efisien sesuai i paratur
kebutuhan organisasi Sumber data: Laporan Asdep 11 pada

Deputi Bidang SDM Aparatur

Jumlah dokumen penetapan
formasi dan laporan hasil
evaluasi formasi setiap tahun

Formulasi Penghitungan : Jumlah
dukumen penetapan formasi yang telah
ditetapkan dan laporan hasil evaluasi
formasi;

Tipe Penghitungan: Non kumulatif;
Sumber data: Laporan Monev Asdep 11
pada Deputi Bidang SOM Aparatur
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Persentase instansl pemerintah

yang mengirimkan data usulan
formasi PNS dan dokumen
penghitungan kebutuhan PNS
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Peraturan Menteri Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia
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Formulasi Penghitungan: (Jumlah
Kementerian/Lembaga dan Pemda yang

telah mengirimkan data usulan formasi PNS
dan dokumen penghitungan kebutuhan PNS

Sumber data: Laporan Asdep 111 pada
Deputi Bidang SDM Aparatur

Persentase instansi yang
menerapkan kebijakan Sasaran

Kinerja Pegawal (SKP)

Formulasi Penghitungan: (Jumlah
Kementerian/Lembaga dan Pemda yang
telah menerapkan SKP dalam pengukuran
kinerja pegawal) / (Jumiah
kementerian/Lembaga dan Pemda) x 100%;
Tipe Penghitungan: Kumulatif ;

Sumber data: Laporan Monev Asdep 111
pada Deputi Bidang SDM Aparatur

JP—

Persentase instansl pemerintah
vang melakukan penataan
|abatan PNS

Formulasi Penghitungan: (Jumlah
Kementerian/Lembaga yang telah melakukan
penataan jabatan PNS) / (Jumlah
Kementerian/Lembaga) x 100% ;

Tipe Penghitungan: Kumulatif ;

Sumber data: Laporan Hasil Monitoring

dan evaluasi Deputi Bidang SDM Aparatur

secara akurat dan benar secara akurat dan benar) / (Jumlah

Kementerian/Lembaga dan Pemda) x 100% ;

Tipe Penghitungan: Non kumulatif ;

Sumber data: Laporan Monev Asdep 11

Deputi SDM Aparatur

II. | Terwujudnya Jumiah peraturan/kebijakan Formulasi Penghitungan : Jumlah Pengembangan Asisten Deputi

pengembangan karir dibidang SDM Aparatur Peraturan /Kebijakan SDM Aparatur bidang | Kebijakan Pengembangan
SDM aparatur yang pengembangan karir 50M Aparatur yang Pemantapan SDM Aparatur
fair dan akuntabel ditetapkan ; Pengembangan

Tipe Penghitungan: Non kumulatif ; SDM Aparatur




Terwujudnya
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penegakan integritas
SDM aparatur yang
fair dan akuntabel
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Jumiah peraturan/kebijakan
dibidang SDM Aparatur
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Formulasi Penghitungan : Jumlah
Peraturan /Kebijakan SDM Aparatur bidang
penegakan Integritas SDM Aparatur yang
ditetapkan ;

Tipe Penghitungan: Non kumulatif ;

Sumber data: Laporan Asdep IV pada
Deputi Bidang SDM Aparatur

Persentase penurunan tingkat
pelanggaran disiplin PNS

Formulasi Penghitungan: (Jumiah
pefanggaran disiplin PNS tahun ini — jumlah
pelanggaran disiplin PNS tahun lalu)/
(Jumlah pelanggaran disiplin PNS tahun lalu)
¥ 10:0% ;

Tipe Penghitungan: Non kumnulatif ;

Sumber data: Laporan Money Asdep TV
pada Deputi Bidang SDM Aparatur

ngembangan
Kebijakan
Penegakan
Integritas SDM
Aparatur

Terwujudnya
kesejahteraan SDM
aparatur yang fair
dan akuntabel

Jumiah peraturan/kebijakan
dibidang SDM Aparatur

Formulasi Penghitungan : Jumlah
Peraturan /Kebijakan SDM Aparatur bidang
kesejahteraan SDM Aparatur yang
diterbitkan ;

Tipe Penghitungan: Non kumulatif ;

Sumber data: Laporan Asdep V pada
Deputi Bidang SDM Aparatur

Jumilah dokumen laporan hasil
analisis kebijakan peningkatan
penghasilan PNS

Formulasi Penghitungan: Jumlah
dokumen laporan hasil analisis kebijakan

peningkatan penghasilan PNS ;
Tipe Penghitungan: Non kumulatif;
Sumber data: Laporan Asdep V pada

Deputi Bidang SDM Aparatur

Pengembangan
Kebijakan
Kesejahteraan
SDM Aparatur

Asisten Deputi

Kesejahteraan
SDM Aparatur
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. | Persentase tingkat penyusunan Formulasi Penghitungan: (Jumiah

Standarisasi Peringkat Jabatan standar peringkat jenis jabatan PNS yang

bagi PNS telah tersusun/ Jumilah standar peringkat
jenis jabatan PNS yang seharusnya
disusun) x 100%;

« Tipe Penghitungan: Kumulatif ;

* Sumber data; Laporan Monev Asdep V

pada Deputi Bidang SDM Aparatur
4, | Jumiah instansi pemerintah » Formulasi Penghitungan: Jumlah instansi
yang telah melakukan pemerintah yang telah melakukan
pemeringkatan jabatan pemeringkatan jabatan (evaluasi jabatan);

+ Tipe Penghitungan: Non kumulatif ;

» Sumber data: Laporan Hasll Monitoring
dan Evaluasi Deputi Bidang SDOM Aparatur

5. | Persentase instansi yang » Formulasi Penghltungan: (Jumiah
menyusun informasi jabatan Kementerian/Lembaga dan Pemda yang
dalam rangka penyusunan telah menyusun informasi jabatan dalam
sistem remunerasi berdasarkan rangka penyusunan sistem remunerasi
mert system berdasarkan merit system) / (Jumlah

Kementerian/Lembaga dan Pemda) x 100% ;
« Tipa Penghitungan: Kumnulatif ;
» Sumber data: Laporan Money Asdep
pada Deputi Bidang SDM Aparatur
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V.

. Nama Unit Organisasi : Deputi Bidang Tatalaksana
2. Tugas : menyiapkan perumusan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang tata laksana
3. Fungsl :

a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang ketatalaksanaan pemerintahan;

b. koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang ketatalaksanaan pemerintahan;

c. pemantauan, analisks, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah atau kegiatan di bidang ketatalaksanaan pemerintahan; dan
d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan cleh Menteri Negara PAN dan RE.

i - | =IndikatorKinera'tama "t SR ag SR = Penjelasarth S T N ;
L Terwujudnya 1. | Jumiah peraturan/kebijakan * Formulasi Penghitungan: Jumliah Peraturan Deputi Bidang Tata
penyelenggaraan tata dibidang ketatalaksanaan Kebijakan di bidang Tata laksana (UU, PP, Perpres, Per. | Laksana
laksana pemerintah yang Men. PAN dan RB) yang diterbitian;
efisien, efektif dan « Tipe Penghitungan: Non kumulatif ;
akuntabel * Sumber data: Sekretariat Deputi Bidang Tata Laksana
2. | Persentase instansi pemerintah | «» Formulasl Penghitungan: {Jumlah

pusat yang melakukan Kementerian/Lembaga yang telah melakukan penataan

penataan ketatalaksanaan ketatalaksanaan dengan baik) / (Jumiah

dengan baik Kementerian/Lembaga ) x 100% ;

« Tipe Penghitungan: Kumulatif ;
« Sumber data: Laporan hasil Evaluasi Deputi Bidang

Tata laksana
3. | Persentase instansi pemerintah | « Formulasi Penghitungan: (Jumlah Pemda yang
daerah yang melakukan telah melakukan penataan ketatalaksanaan dengan
penataan ketatalaksanaan baik) / (Jumiah Pernda) x 100% ;
dengan baik « Tipe penghitungan: Kumulatif ;

« Sumber data: Laporan hasil Evaluasi Deputi Bidang
Tata laksana




¥

A R el e

I

5. Indikator Kinerja Utama Eselon IT

1. | Jumiah peraturan/kebijakan di

Lampiran 5
Peraturan Menteri Negara
Pendaysgunaan Aparatur Negara

dan Reformas Birokrasi Republilk Indonesia

Nomor 47 Tabun 2011
Tanggal a4 Oktober 2011

Formulasi Penghitungan : Berdasarkan

Meningkatnya Pengembangan Asisten Deputi
efektifitas bidang Tata Laksana atas Jumlah Peraturan /Kebijakan bidang Kebijakan, Tata Hubungan
pelaksanaan tata tata laksana (LU, PP, Perpres, Per. Men. PAN | koordinasl dan Penyelenggaraan
hubungan dan RB) yang diterbitkan ; Evaluasi Tata Pemerintahan
penyelenggaraan Tipe Penghltungan: Non kumulatif ; Hubungan
pemerintahan Sumber data: Laporan hasil kegiatan Asdep | Penyelenggaraan
I pada Deputi Bidang Tata Laksana Pemerintahan
2 | Persentase instansi pemerintah Formulasl Penghitungan: [Jumkah
yang melaksanakan penataan Kementerian /Lembaga dan Pemda yang
tata hubungan melaksanakan tata hubungan) / (Jumiah
Kementerian /Lembaga dan Pemda) x 100%;
Tipe Penghitungan: Kumulatif ;
Sumber data: Laporan hasil Monitoring dan
Evaluasi Asdep I pada Deputi Bidang Tata
Lakzana
II | Meningkatnya 1. | Jumiah peraturan/kebijakan di Formulasi Penghitungan : Berdasarkan | Pengembangan Asisten Deputi
efektifitas bidang administrasi umum atas Jumiah Peraturan /pedoman di bidang | Kebijakan, Pengembangan
pelaksanaan tata administrasi umum yang diterbitkan ; koordinasi dan Sistem
laksana administrasi Tipe Penghitungan: Non kumulatif ; Evaluasi Tata Administrasi
umum Sumber data: Laporan hasil keglatan Asdep | Laksana Umum
Il pada Deputi Bidang Tata Laksana TMiM Pemerintahan
mum

2. | Persentase instans| pemerintah
| yang menerapkan

. Peraturan/kebijakan /pedoman
di bidang administrasi umum

Formulasi Penghitungan: [Jumilah
Kementerian /Lembaga dan Pemda yang
telah menerapkan Peraturan/kebijakan
{pedoman di bidang administrasi umum) /
{Jumlah Kementerian /Lembaga dan Pemda)
bl IEH‘J% i




LAMPIRAN Il : PERATURAN MENTERI NEGARA

PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMAS! BIROKRAS]

NOMOR 17 TAHUN 2011
TANGGAL © 07 Maret 2011

RINCIAN KEGIATAN JABATAN FUNGSIONAL POLISI KEHUTAMAN TINGKAT AHLI DAN ANGKA KREDITNYA

ANGKA PELAKSANA
UN
NO SUR SUB UNSUR BUTIR KEGIATAN SATUANHASIL | o KEGIATAN
o 2 T e R T : o
I |PENDIDIKAN Pendidikan sekolah dan memperoleh | 1. |Doktor ljazah L
ifazahigalar - : 200 Semud jenjang
2. |Pasca Sarjana ljzzah 150 Samua Jen,
3. |Sarjana/Diploma IV ljazah 100 Semua ﬁ jang
Pendidikan dan pelabhan fungsional di| 1. |lamanya lebéh dari 860 jam Sertifikat 15 Semua Jenja
bidang kepolisian kehutanan dan Z |iamanya antara 641-260 2m Seronwal .
memparcish sural landa 1amat 3 _Semua Jenjang |
pendidikan dan pedatinan 3. |lemanya antara 481-640 jam Sentifikat & Semua Jenjang
4. llamanya antara 161480 jam Sertifika a Semua Jenj
enjang
5. [lamanya antara B1-150 jam Sertifikat 2 Semua Jenjang
B. |lamanya antara 30-80 jam Serifikat 1 Semua Jeni
7. |lamanya kurang dari 30 jam Serfikat 0.5 Semua Jenjang
. |Pendidikan dan pedatihan P n_|Pendsdikan dan pelatihan Prajabatan tingkat | Sertifikat 2 Semua jenjang |
Il |PRAKONDNSI Penyusunan rancangan kebijakan 1. [Menyusun rancangan kebijakan Engkup Linit kena
PERLINDUNGAN DAN {perlindungan dan pengamanan
PENGAMANAN KAWASAN, | |kawasan atau peredaran hasil hutan 8 _Sdagersus AT 030 e
PEREDARAN HASIL atau pengendalian kebakaran) b Sebagal angpota Rancangan 0.280 Muda
HUTAN DAN R n
PENGENDALIAN i o L bl
KEBAKARAN 2 |Menyusun rancangan kebigakan tingkal Kab/Kaota
a  Sebagai Kelua Rancangan 0.420 Madya
b, Sebagai anggota Rancangan 0.280 Muda
Rancangan 0.140 Pertama
3. |Menyusun rancangan kebiakan bingkal Proving
a. Sebagei Ketua Rancangan 0.480 Madya
b. Sebagai anggota Rancangan 0.320 Muda
Rancangan 0.180 Partama
4, |Memyusun rancangan kebijakan tingkat Nasional
2 Sebagai Kefua Rancangan 0.540 Madya
b. Sebagal anggota Rancangan 0.360 Muda
Rancangan 0.180 Panama
5. |Meryusun rancangan kebgakan tingkal Intermasional
8 Sebagai Kelua Rancangan 0.8600 Madya
b, Sebagal anggota Rancangan 0.400 Musda
Rancangan 0.200 Pertama
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B. |Mengevaluasi kebijakan (perindungan | 1. [Mengevaluasi kebijakan lingkup Unit kerja
o | [i S I T BT
pengendalian kebakaran) b, Sebagai anggota Laporan 0,080 Pertama
. [Mengevaluasi kebijakan kebijakan tingkat Kabh¥ota
(2 Sebagal Kelua Laporan ©.180 Muda
b Sebagai anggota Laporan 0.090 Pertama
. |Mengevaluasi kebijakan kebigakan tngkat Provinsi
a.  Sebagal Keiua Laparan 0.270 Madya
b. Sebaga anggola Laparan 0.180 Muda
Laparan 0.080 Pertama
{Mengevaluasi kebgakan tingkat Masional
a  Sebagal Kelua Laparan 0.510 Madya
b Sebagal anggota Laparan 0320 Muda
Laporan 0.180 Pertama
Mengevaluasi kebijakan tingkat internasional Laporan 0.510 Madya
C. |Penyusunan rancangan stralegi . |Menyusun rancangan strategi kegiatan lingkup Seksi Wilayah/Pengelolaan
e pora| [ S0 | o |
hasil hutan atau pengandalian b Sebagai anggota Hancangan 0.090 Pertama
kebakaran] . |Menyusun rancangan strateqi keguatan bagkup Bidang WilayahPengeiolaan
a  Sebagai Kelua Rancangan 0.200 Muda
b. Sebagai anggola Rancangan 0.100 Partama
Menyusun rancangan strategl kegiatan lingkup unit kerja
3 Sebagal Ketua ~ Rancangan 0.220 Muda
b. Sebagai anggola Rancangan 0,110 Pertama
. |Menyusun rancangan sirategn kegiatan ingkup kabupatenfkota
a. Sebagai Ketua Rancangan 0.240 Muda
b. Sebagai anggata Rancangan 0,120 Pertama
. |Manyusun rancangan strategi kegiatan lmgkup propinsi
3. Sebagal Ketua Rancangan 0.380 Madya
b. Sebagai anggota Rancangan 0.260 Muda
Rancangan 0.130 Pertama
. |Menyusun rancangan strategi kegiatan lingkup nasional
2 Sebagai Kelua Rancangan 0.540 Madya
b, Sebagal anggota Rancangan 0.300 Muda
Rancangan 0.150 Pertama
. |Memyusun rancangan strategi kegiatan Engkup Imermasional
a Sebagai Ketua Rancangan 0.570 Madya
b Sebapal anggota Rancangan 0.320 Muda
Rancangan 0.180 Pertama

57




5UB UNSUR BUTIR KEGIATAN SATUAN HASIL geﬁjﬁ "EEL;:‘H%HH‘*
BF 2 et R i
. |Penyusunan program kerja 1. |Menyusun program kena lingkup Seksi Wilayah/Pengelolaan
Lp:ﬂlﬂmnfl:; ';:nmﬂarm hasil :ulm a. Sebagai Kewa Program Kerja 0,180 Muta
atau pengendalian kebakaran) b Sebaga anggota Program Kerja 0.090 Pertama
2 |Menyusun program kerja lmgkup Bidang Wilayah/Pengelolaan
3 Sebagal Relua Program Kefja 0.180 Muda
b. Sebagai anggota Program Kedna 0,080 Pertama
3, |Menyusun pregram kera lingkup unit kena
a Sebagal Kelua ‘Program Kera 0.200 Muda
b m!" anggota Program Kﬂl'ji 0. 100 Partama
4. [Memyusun program kena lingkup kabupaten / kota
a8 Sebagai Ketua Program Kefja 0.220 Muda
b Sebagai anggata Program Keja 0.110 Pentama
5. |Menyusun program kera Inghup lintas provinsd £ nasional
a, Sebagai Ketua Program Kerna 0.380 Madya
b, Sebaga anggota Program Kerja 0.240 Muda
Program Kera o120 Pertama
B, [Menyusun program kena lingkup internasional
a.  Sebagal Kelua Program Keda 0.420 Madya
b Sebagai anggota Program Kedja 0.280 Muda
Program Kera 0,130 Pertama
. [Petunjuk Operasional (padindungan 1. |Menyusun petunjuk operasional patroll pangamanan Petunjuk COperasional 0.100 Muda
::mmmm: e Z [Menyusun pelunjuk operasional operas: intesjen/detens: dim Petunjuk Operasional | 0,080 prem—s
pengendalian kebakaran) 3. |Menyusun petunjuk operasional operasi fungsional Petunjuk Operasional 0.060 Parama
4, |Menyusun petunjuk operasional operasi gabungan Pehumjuk Operasional 0.140 Muda
5, |Menyusun petunjuk operasional operasi khusus Petunjuk Operasional 0.240 Madya
6. |mmmun petunjuk operasional lainmya (gangguan satwa, evakuasi satwa dil) Petunjuk Oparasional 0.050 Partama
Menyusun Rencana Operasi Kegiatan | 1. Immmun rencana operasi intelejen/deteksi dini Rencana Operasi 0.040 Pertama
mnmdn:mnm Hutan 1= IMamn.mun rencana operasi fungsional Rencana Operasi 0.040 Pertama
Y IMenymun rencana operasi gabungan Rencana Operasi 0.050 Pertamna
4. |Menyusun rencana operasi khusus Rencana Operasi 0,180 Madya
5, |Manyusun rencana aperasi lainnya (gangguan satwa, evakuasi satea, dll) Rencana Operasi 0.040 Pertama
Menyusun Rencana kerja personal | Menyusun Rencana kerja personal Polisi Kehutanan olen © Rencana kefa 0.080 Madya
Polisi Kehutanan Fencana keia s s
Rencana keda 0.030 Pertama
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Pelaksanaan tindakan pre-emiif 1 Muh;tmm sosialisasi kepada masyarakal luas dan badan hukum Laporan 0.070 Pertama
terhadap m“m dan gangguan | Kampanye kepada masyarakal dan badan hukum Laparan P
kawasan peredaran hasil hutan 080 Madya

3. |Melakukan ceramah, Diskugi dan dialog imeraktif dengan kelampok masyarakal Laporan 0.080 Muda
4. |Konsuftash | koofdinasi dengan mita instansi erkan Laporan 0.040 Muda
5 |Gladi poske pengendalian perdindungan dan pengamanan hutan oleh : Laporan/kegiatan 0180 Madya
Laporan/kegiatan 0.120 Muda
Laporarvkegiatan 0.080 Pertama
6 [Melakukan pembimbingan dan pembinaan kepada Polhut yang ada di bawahnya oleh : Laporan/Crang 0.080 Madya
LaporaniOrang D.040 Muda
Laporan/Orang 0.020 Perama
B |Pelaksanaan tindakan preventit 1 |Supervisi dan pendampingan
Navacan ata perecaran pasiputan | | [P_PooRGanl Lol Pk |~ a.s00 Musa
b palrali perairan Laporan [ Patroli 0,140 Muda
. penjagaan Laporan | Patroli 0,040 Muda
2. |Mengkoordinic (komandan regu)
3. patrol darat Laporan ! Patrolt 0,100 Pertama
o patroli peraran Laporan | Patroli 0.100 Pertama
c  penjagaan Laparan f Patrel 0.100 Partama
3. |Melakukan pemerksaan peredaran iumbuhan dan satwa pada |
Lembaga kanservasi Laporan / Lokasi 0.050 Pertama
C. |Operasi represd terhadep kerusakan | 1. |Operasi pengamanan Hutan
1) Supenvisi Laporan 0.210 Madya
2} Mengkoordsnir Laporan 0.160 Muda
3]  Melaksanakan Laporan 0.100 Pertama
b. Fungsional
1) Supenvisi Laporan 0.240 Muda
2)  Mengkoordinir Laporan 0.080 Perlama
e Gabungan
1) Supervisi Laparan 0.380 Madya
2)  Mengkoordini Laporan 0.280 Muda
3)  Meiaksanakan Laporan 0.170 Pertama
d.  Khusus
1)  Supervisi Laporan 0.360 Madya
2) Menghkoordinir Laparan 0,300 Muda
3) Melaksanakan Laporan 0.170 Pertama
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Penanganan tersan
a.  Mefakukan penangkapan lersangka cleh | Laperan 0,210 Madya
Lapaan 0.110 Muda
Laporan 0.080 Pertama
b, Melakukan pemeriksaan terhadap crang yang diduga sebagal tersangka oleh : Laparan 0330 Madya
Laporan 0220 Muda
Laperan 0.110 Pertama
Penanganan barang bukti
a8 Melakukan pengamanan barang bukti Laporan 0.030 Pertarma
b Melakukan tindakan akhir penanganan barang bulkti Laparan 0,030 Pertama
Oparasi yustisil lerhadap kerusakan Penyeliddan
dan gangguan kawasan atau Melakukan penyelidkaninvestgasi indak pidanapelanggaran ditidang Kehutanan]  Laporan/Kasus 0.200 Muda
peredaran hasil hutan a ol ¢
Laporan/Kasus 0,100 Pertama
|b. Membuat lagoran kejadian (LK) Leporan/Kasus 0100 Muda
. Mclakukan penanganan { olah TKP oleh Beita Acara 0210 Madya
Benla Acarg 0,140 Muda
Berita Acara 0.070 Pefama
Panyidikan
@ Memerksa tersangka dalam proses penysdikan oleh Berta Acara 0.270 Madya
| Berita Acara 0.180 Muda
Berita Acara 0050 Perama
b. Meminia kelerangan saks dalam proses penyidikan oleh | Beria Acaralsaksi 0.090 Madya
Berita Acara/saksi 0.060 Muda
Berita Acara/saksi 0.030 Pertama
. Melakukan penahanan lersangka cleh Berila Acara 0.080 Madya
Berita Acara 0,080 Muda
Berita Acara 0.030 Pertama
0. Mendipkan tarsangka oleh . Benta Acara 0120 Madya
Barita Acara 0.080 Muda
Berita Acara 0.040 Pertama
2. Menitipkan barang bukti oleh Berita Acara 0.150 Madya
Berita Acara 0.100 Muda
Berita Acara 0.050 Perama
f. Meiaksanakan gelar peckara
1) Gebagai penyidik cleh - Berita Acara 0.150 Macdya
Berita Acara 0.100 Muda
Berita Acara 0.050 Pertama
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2) Sebapai peserta odsh : Barita Acars 0.140 Madya
Berita Acara 0.000 Muda
Berita Acara 0.040 Pertama
g Memyusun berkas perkara ke kajaksaan alah Berita Acam 0.300 Madya
Berita Acara 0.200 Muda
Berita Acara 0,100 Fertama
h,  Menyerahkan berkas perkara ke kejaksaan obkeh Berita Acara 0.080 Madya
Berita Acara 0.040 Muda
Berita Acara 0.020 Penama
I Memperbaski berkas perkara (P19) hangga P21 cleh © Barmta Acara 0.270 Madya
Berita Acara 0.180 Muda
Berita Acara 0,080 Pertama
. Melakukan telaahan hukum Telahaan Hukurn 0.080 Muda
Kk Mewakil lembaga dalam proses persidangan peradilan Laporan | Persidangan 0,040 Pertama
I Menjadi saksi ahli
1} Dalam proses penyidikan olet Laporaniasus 0,150 Madya
Laporan/Kasus 0.100 Muda
Lapoman/Kasus 0asa Pertama
2) Dalam proses persidangan oleh | Laporan/Kasus 0120 Madya
Laporan/Kasus 0.080 Muda
Laporan/Kasus 0.040 Pertama
m. Mengadi saksi
11 Dalam proses penyidikan oleh Laporan/Kasus 0.150 Madya
Laporan/Kasus 0,100 Muda
Laporan/iKasus 0.050 Pertama
2) Dalam proses persidangan oleh LaporanKasus 0,150 Madya
Laporan/Kasus 0.100 Muda
Laporan/Kasus 0,050 Paertama
E. |Pengendakan Kebakaran Hutan dan Melakukan pencegahan kebakaran hutan dan atau lahan
atay Lahan 3 Analisis hot spots Laporanha 0.070 Pertama
b, Malakukan pembinaan masyarakat peduli api Laporan 0.070 Perama
¢ Mensostalizasikan pengolahan lahan tanpa bakar (penerapan teknolog) Laporan 0.050 Pertama
d  Melskukan apel siaga oleh : Laporan 0.020 Madya
Laporan 0.020 Muda
Laparan 0.020 Pertama
. [Melakukan supenisi @
a.  posko pengendalian kebakaran hutan dan lahan Laporan 0.140 Muda
b. pemadaman kebakaran Laporan 0.160 Muda
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F. |Penangquiangan konflik satwa liar 1 kejedian konfiik satwa kar dengan masyarakat Analisa / Kasus
dengan masyarakat 2. |Penanganan Masyarakal dalam pencegahan dan penanggulangan kenflik satwa liar
a. Meiskukan pembinaan masyarakatl Laporan | Kelompok 0.120 Muda
b Melakukan pendampingan paran serfa masyarakat Lamf Kegiatan 0.080 Partama
Koordinasi dengan pihak terkall dalam penangguiangan konfik satwa liar ﬁm 0.300 Madya
4. [Memlasditas
a. kelembagaan masyarakal Laporan § Lembaga 0.120 Muda
b kefna sama Leporan/Unit Kera 0.070 Pertama
t. kolaborasi Lmﬂnﬁ]&ﬁlltﬂmw
0.330 Madya
5 |Mengkoordinir pelaksanaan penanggutangan konfik satwa liar dengan masyarakal Laporan 0,180 Muda
G. [Register Perkara dan sistern informasi |Peta kerawanan hutan
bidang kepofisian khusus kehutanan Menganalisis pela = 0.120 Muda
MONITORING DAN A |Monitoring Monitorng Laparan 0.060 Pertama
EVALUASI B. [Evaluasi Evalasi Laporan 0120 Muda
. |PENGEMBANGAN A {Pembeuatan karya tulis / karya ilmian di | 1. |Membuat karya tulis § karya ilmiah hasd peneftian £ pengkajian /survei [ evalueasi di

PROFESI bedang kepolisian kebutanan bidang kehutanan yang dipublikasikan :
@, dalam beniuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nassonal Buku 12.50 Semua jenjang
b, dalam majalah iimiah yang diakui cleh LIPI Maskah .00 Semua jenjang

2. [Membuat karya tulis { karya dmiah hasil penelitian / pengkagan fsurvei ! evaluasi di
médang kehutanan yang tidak dipublikasikan

a dalam benfuk buku Buku 8.00 Semua jenjang

b dalam benluk makalah Makalah 4.00 Semua jenjang

3. |Membeat karya tulis / kanm ilmiah berupah tinjauan ataw ulasan dmiah hasd gagasan
sendsn di bidang kehutanan yang dipublikasikan

a.  dalam benfuk buku yang citerbitkan dan disdarkan secara nasional Buku B.00 Semua jenjang |
b, dalam magalah ilmiah yang diakui cleh LIPI Maskah 4,00 Semua jenjang

4, Membuat karya lulis / karya dmiah berugah tinjauan atau ulasan iimiah hasil gagasan
sendir di badang kehutanan yang tidak dipublikasikan:

a. dalam benluk buku Buku 7.00 Semus jenjang
b dalam bentuk makalah Makalah 3.50 Semua jenjang
5. |Menyampaikan prasaran berupa tinjauan,gagasan dan atau ulasan dmiah dakam HNaskah 250 Semua jenjang
penemuan ilmiah
6. |Membuat arilke! di bidang kepoksian kehutanan yang dipublikasikan, Atikel 1.00 Semua jenjang

B. |Peneremahan / penyaduran buku dan | 1. (Menenemahkan / mesyadur buku atau karya dmiah di bidang kehutanan yang
bahan-bahan kain di bidang kehutanan dipublikasikan ;

a. dalam bentuk buky yang dderbetkan dan diedarkan secara nasional Buku 7.00 Semua
Jh_ dalam majalah imiah yang diakui cheh LIP) Naskah 35 Semua peniang
2 |Menerjemahkan ! menyadur buku atau karya ilmizh di bidang kehutanan yang tidak
ikasikan |
a. dalam bentul buku Buku a0 Semua jenjang
b. datam bentuk makalah Makalah 1.50 Semuamurg
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C. |Perumusan sistem kepolisian 1. |Mefumuskan sistern kepelisian kehutanan yang mengandung nilal-nilai pembaharuan Rurmusan 250 Semua pnjang
Kehutanan
2 |Merumuskan sistem kepolisian kehutanan yang mengandung nilad-nilai
penyempumaan atay perbaikan Rumusan 1.50 Semua jenjang
. |Pembuatan buku pedoman! petunjuk | Membual buku pedomany petunjuk pelaksanaans petunjui teknis di bidang kepolisian Buku petunjuk 200 Semua jenjang
palaksanaan/ petunjuk teknis di bidang|kehutanan
Kepolisian Kehutanan
Pengembangan leknologi tepat guna  |Mengembangkan teknolog: tepat guna di bidang kepolisian kehutanan Setiap karya 2,50 Semua penjang
di bidang Kepolisian Kehulanan
P_aningkaun _ngembangan diri di 1. |Studi banding laporan 0,50 Semua |enjang
bidang Kepolisian Kehutanian 2. |Pertukaran Poirwt antar regional laparan 1.00 Semus jenjang
3 |Penukaran Polhut antar negara lapoan 3.00 Semua jenjang
4. |Kurpungan kerja laporan 0.30 Semua jenjfang
5 |Magang laporan 1.00 Semua jenjang
VI |PENUNJANG KEGIATAN £ |Pengajar / pefatih di bidang kepaolisian |Mengajar’ medath yang berkaitan dengan bidang kepolisan kehutanan Jam pelajaran 0,04 Samua jenjang
KEPOLISIAN KEHUTANAN kehutanan
Peran serta dalam seminar/ lokakarya [Mengikuti seminar’ lokakarya atau simposium sebagai -
di badang kepoiisian kehutanan
ng kepolisi a. [pemrasaran Kegiatan 3,00 Sefrua jenjang
b. [moderalor | pembahas / narasumber Kegiatan 2,00 Semua jenjang
c !DBDEI‘IB Hegiatan 1.00 Semua jenjang
. |[Keanggotaan dalam organmsasi profesi [Menjadi anggota organizasi profes: di
a. |Tingkat nasional imemasional, sebagai :
1) Pengurus kb SK 1.00 Semua jenjang
2) Anggota aktif Kartu Anggota Q.50 Semua jenjang
b. |Tingkat propinsi, sebagai :
1) Pengurus aktif 5K .50 Sermua jenjang
2) Anggota akbif Karu Anggota 0.35 Samua jenjang
. |Keanggotaan dalam satuan khusus 1. |Menadi Ketua SK 1.00 Semua jengang
perfindungan dan pengamanan hutan 7 [Meriad 2 Kariu Anggota 050 Semua jenjang
Keanggotaan dalam Tim Pendai Menjadi anggota Tim Penilai Angka Kredil Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan Seliap DUPAK/PAK 0.04 Semua jenjang
Angka Kredil Jabatan Fungsianal
Polisi Kehutanan _
% 1Parnlehm piagam kehormatan 1. |Mempercieh penghargaan / tanda jasa Satya Lancana Karya Satya -
a. 20 (tiga puluh) tahun Piagam 1.00 Semua jenjang
b 20 {Jua puluh) 1ahun Piagam 2.00 Semua jenjang
©. 10 (sspuluh) tahun Piagam 1.00 Semua janjang
2. |Penghargaanianda jasa dan Pemenniah atas prestas! kernanya
a Tingkat Nasional Piagam 1 Semua jenjang
b Tingkat Provinsi Pizgam 05 Semua jenjang
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Perolghan gelar kesaranaan lnma  |[Mempemleh pelar kesananaan lanma yang hdak sesuai dangan bidang lugas
a. |Sarjanal O W
Gatar 50 Samua jenjang
b, |Pasca Sarana
Gélar 10.0 S pEnjang
¢ |Dokdor
Gelar 16.0 Semua jenjang
Hegatan Penyeiamatan (SAR )
|dikraasan hutan Melasukan Penyelamatan [SAR) & kawasan Hulan Satiap cperasi 0.50 Semua jenjang
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LAMPIRAN Il © PERATURAM MENTERI MEGARA
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA

D&aN REFORMAS] BIRDOKRASI
NOMOR CAT TAHUM 2011
TAMGGAL 07 Maret 2011

JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL
UNTUK PENGANGHATAN DAN KENAIKAN JABATANIFANGHAT
POLIS| KEHUTAMAN TERAMPIL DENGAN PENDIDIKAN SMK/SMA

JENJANG JABATAN/ GOLONGAN RUANG DAN ANGKA KREDIT
JABATAN FUNGSIONAL POLISI KEHUTANAN
UNSUR GERIENAR s PELAKSANA PELAKSANA LANJUTAN PENYELIA
Wa i e Wd iia it Hilic i
UNSUR UTAMA
A Pendidikan
. Bandidian sikaih 25 25 25 25 25 25 25 25
2. Dhixiad
s Pk = 80% ; 12 28 44 80 100 140 220
. Pengambangan profesi
UNSUR PENUNJANG
::;:::: gﬁﬁ:ﬂmﬂ?“mam 5 0% . 3 7 1" 15 25 a5 55
JUMLAH 25 40 60 80 100 150 200 00
NEGARA
@x ﬁkwn UNAAN APARATUR NEGARA

51 BIROKRASI




LAMPIRAM [\ | PERATURAN MENTERI NEGARA
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA

JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL
UNTUK PENGANGKATAN DAN HENAIKAN JABATANIPANGHAT
POLISI KEHUTANAN TERAMPIL DENGAN PENDIDIKAN DIPLOMA i

DAN REFORMAS] BIROKRASI
17 TAHUN 2011
07 Maret 2011

HOMOR
TANGGAL

JENJANG JABATAN! GOLONGAN RUANG DAN ANGHA KREDIT

JABATAN FUNGSIONAL POLISI KEHUTANAN

HNO. UNSUR PERSENTASE
PELAKSANA PELAKSANA LANJUTAMN PENYELIA
e liid Iifa it lte intd
1 |UNSUR UTAMA
A Pendidikan
1. Pendidikan sekolah 60 &l 60 &0 60 B0
2. Diklat
8. Tugas Pokok 2 B0% - 16 32 72 112 192
C. Pengembangan profesi
2 |UNSUR PENUNJANG
Kegratan yang mendukung pelaksanaan kegiatan .
kepolisian kehutanan S 4 8 Lo <8 A8
JUMLAR 60 80 108 150 200 300

MENTERI NEGARA
, PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
EFORMASI BIROKRASI




LAMPIRAN ' | PERATURAN MENTERI NEGARA
PENDATAGLUNAAN APARATUR NEGARA

DAN REFORMAS] BIROKRASI
NOMOR 17 TAHUN 2011
TANGGAL OF Maret 2017

JUMLAH ANGHA KREDIT KUBULATIF BMIMIMAL
UNTUK PENGANGKATAN ODAN HENAIKAN JABATANPANGEAT
POLIS| KEHUTANAN AHLI DENGAN PENDIDIMAN SARJANA (51)DIPLOMA IV

JENJANG JABATAN/ GOLONGAN RUANG DAN ANGKA KREDIT
JABATAN FUNGSIOMAL POLISI KEHUTANAN

MO, UNSUR PERSENTASE
PERTAMA MUDA MADYA
lilta (1] lere it Miia Vit i
1 |UNSUR UTAMA
A Pendaikan
1_Penduian sokolah_ 100 1o 100 100 100 100 100
2 Chiktat
8 Tuges Pokak X1 b 80 160 240 350 480
C. Pengembangan prafes
2 |UNSUR PENUNJANG
Faogiatan yong mendukung palaksansan keglatan
el kabuianan £ X% - 10 20 40 a0 a0 120
JUMLAHM 100 150 200 00 400 550 Ton
MENTER|I NEGARA

DAYAGUNAAN APARATUR NEGARA

RT




LAMPIRAN VI © PERATURAMN MENTERI NEGARA,
FENDAYAGUNAAN APARATUR NMEGARA
DAN REFORMAS] BIRDKRAS]
KROMOR 17 TAHUM 2011
TANGGAL < OF Maral 2011

JUMLAH ANGHA KREDIT HKUMULATIF MINIMAL
UNTUK PENGANGHATAN DAN MENAIKAN JABATANPANGHAT
POLISI KEHUTANAN DENGAN PENDIDIKAN PASCA SARJANA (52)

JEMJANG JABATAN! GOLONGAN RUANG OAN ANGKA KREDIT

JABATAN FUNGSIONAL POLISI KEHUTANAN

UHSUR PERSENTASE
PERTAMA B MaDYA
11043 e e Ml Wi IWie
LNSUR UTAMA
A, Panididiken
1. Pendidian sekalah 50 150 150 150 150 150
2 Dikiat
B Tugas Pokok B 40 120 200 320 440
C. Pengombangan profesi
UNSUR PENUNJANG
Faogiatan yang menduking pelaksanasn kegiaian
kepolisian ketutanan sa0% 0 0 50 an 110
JUMLAH 150 00 00 400 E50 To0
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LAMPIRAN VIl : PERATURAN MENTER| NEGARA
PENDAYAGUNAAMN APARATUR KEGARA
DAN REFDRMAS] BIROKRAS

NOMOR 17 TAMLIN 2011
TANGGAL o7 Maret 2011

JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL
UNTUK PENGANGHATAN DAN KENAIKAN JABATANPANGKAT
POLISI KEHUTANAN AHLI DENGAN PENDIDIKAN DOKTOR (53)

JENJANG JABATARI GOLONGAN RUANG DAN ANGHA KREDIT
— PERAENTASE JABATAN FUNGSIONAL POLISI KEHUTANAN
MUDA MADYA
I lwd vim Vi Ivie
UNSUR UTANMA
A Pendidikan
1. Pendidian askolah <0 200 200 200 200
2. Dikiat
Tugns Pokok = 80% 80 160 280 40
G Pengambangon profesi
UNSUR PEHUNJANG
Kegiatan yang mendikumg pelaksanaan keqalan
ktp Bt £ 2% 20 40 o 100
JUMLAHR 200 300 400 550 o

MENTER| NEGARA
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
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LAMPIRAN VIl : PERATURAN MENTERI NEGARA,
PENDAYAGUNAANAPARATUR HEGARA
DAN REFORMAS| BIRODKRAS]
HOMOR 17 TAHUN 3091
TANGGAL OF Marat 2011

ANGKA KREDIT KUMULATIF
UNTUK PENYESUAIANANPASSING BAGH JABATAN FUNGSIONAL POLISI KEHUTAMAN TINGKAT AHLI

ANGKA KREDIT DAN MASA HEPANGKATAN
NO | GOLONGAN RUANG STTe Jﬁz‘“!’:‘? TANG
ETINGKAT KURANG 1 TAHLN 1 TAHUN 2 TAHUN 3 TAMUN 4 TAHUN / LEBIH
T e '

1 lifa SARJAMA (S1)/ D IV 100 113 125 136 148
SARJANA (S1WD W 150 164 178 188 187

2 it
PASCA SARJAMA (S2) 150 165 177 188 1549
SARJAMA (S1)/ D IV 200 24 247 rd | =4
3 i1ie PASCA SARJANA (S2) 200 226 245 273 26
DOKTOR [53) 200 228 251 275 a1
SARJANA (311D IV 00 22 245 368 =)
4 il PASCA SARJANA (52 200 425 347 370 393
DOKTOR (53 300 327 P i) arz 3585

MENTERI NEGARA
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
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